
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : bahw a u n tu k  m eningkatkan efektivitas dan  efisiensi 

pe laksanaan  pem bangunan  desa dan  pem berdayaan m asyarakat 

desa, serta u n tu k  m elaksanakan  ke ten tuan  Pasal 22 ayat (6 ) 

Peraturan  Menteri Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal dan  

Transm igrasi Nomor 21 T ahun  2020 ten tang  Pedom an Umum 

Pem bangunan Desa dan  Pem berdayaan M asyarakat Desa, perlu 

m enetapkan  Peraturan  Bupati ten tang  Petunjuk  Teknis 

Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pem bangunan Desa.

Mengingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tang

P em bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

P em bentukan  K abupaten  Bone Bolango dan  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269);

3. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 37 TAHUN 2022 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Menimbang : 

Mengingat 

PEMBANGUNAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

  

  

          

 



4. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em bentukan  P era tu ran  P erundang-undangan  (Lem baran 

Negara Republik Indonesia T ahun  201 1 Nomor 

82, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5234) sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa kali 

te rak h ir dengan U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  2022 

ten tan g  P erubahan  ked u a  Atas U ndang-U ndang Nomor 12 

T ahun  2011 ten tan g  P em bentukan  P era tu ran  Perundang- 

und an g an  (Lembaran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2022 Nomor 143, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6801);

5. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaim ana telah d iubah dengan U ndang-undang 

Nomor 11 T ahun 2020 ten tang  C ipta Kerja Lem baran Negara 

Republik Indonesia T ahun  2020 Nomor 245, Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6 . U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  

P em erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana  telah 

d iubah  beberapa  kali dan  yang te rak h ir dengan U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tang  C ipta Kerja 

(Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2020 Nomor 

245, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);

7. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2022 ten tan g  H ubungan 

K euangan A ntara Pem erintah P u sa t dan  Pem erintah D aerah 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 

4, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 1i Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757), 

  

 



8 . Peraturan  Pem erintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang  

Peraturan  Pelaksanaan U ndang-U ndang Nomor 6 Tahun 

2014 ten tang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaim ana telah 

d iubah beberapa kali terakh ir dengan Peraturan  Pem erintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 ten tang  

Perubahan  Kedua Atas Peratu ran  Pem erintah Nomor 43 

T ahun  2014 ten tang  Peraturan  Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T ahun  2019 Nomor 41, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321);

9. P era tu ran  Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tan g  Dana 

D esa Yang B ersum ber Dari Anggaran P endapatan  dan  

B elanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2014 Nomor 168, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5558) sebagaim ana telah 

beberapa  kali d iubah  te rak h ir dengan  P era tu ran  Pem erintah 

Nomor 8 T ahun  2016 ten ta n g  P erubahan  K edua Atas 

P era tu ran  Pem erintah Nomor 60 T ahun  2014 ten tang  D ana 

D esa Yang B ersum ber Dari Anggaran P endapatan  dan  

Belanja Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2016 Nomor 57 T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5864);

10. P era tu ran  Presiden Nomor 59 T ahun  2017 ten tang  

P e laksanaan  Pencapaian  T ujuan  Pem bangunan 

B erkelan ju tan  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2017 Nomor 136);

11. P era tu ran  M enteri D esa, P em bangunan  D aerah Tertinggal 

d an  Transm igrasi Nomor 21 T ahun  2020 ten tan g  Pedom an 

Um um  P em bangunan  D esa dan  Pem berdayaan M asyarakat 

D esa (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 

1633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

10. 

SI: 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321): 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864), 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136), 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633), 
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12. P era tu ran  M enteri D esa, P em bangunan  D aerah Tertinggal 

dan  T ransm igrasi Nomor 16 T ahun  2019 T entang 

M usyaw arah D esa (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2019 Nomor 1203);

13. K epu tusan  Kepala B adan Pengem bangan S um ber Daya 

M anusia dan  Pem berdayaan M asyarakat Desa, D aerah 

Tertinggal dan  T ransm igrasi Nomor 296 T ahun  2021 

ten ta n g  P anduan  Fasilitasi P enyusunan  R encana Kerja 

Pem erintah.

14. P era tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 4 T ahun  

2021 ten tan g  R encana Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah 

D aerah (RPJMD) K abupaten Pohuw ato T ahun 2021-2026 

(Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2016 

Nomor 235, T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten 

Pohuw ato Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  Bupati ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah adalah  K abupaten  Pohuwato.

2. P em erin tahan  D aerah adalah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  oleh 

Pem erintah D aerah dan  DPRD m en u ru t a sa s  otonomi dan  tugas 

pem bangunan  dengan prinsip  otonom i se lu as-lu asn y a  dalam  sistem  dan 

prinsip  Negara K esatuan  Republik Indonesia  sebagaim ana d im aksud  

dalam  U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun 1945.

3. B upati ad a lah  B upati Pohuwato.

4. Pem erintah D aerah ad a lah  B upati dan  Perangkat. D aerah sebagai u n su r  

penyelenggara pem erin tah  daerah  di K abupaten Pohuwato.

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1203): 

13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 296 Tahun 2021 

tentang Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 

Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pohuwato Nomor 199). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1, 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato. 
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5. C am at adalah  pem im pin K ecam atan yang berada  dibaw ah dan  

bertanggungjaw ab kepada B upati m elalui Sekretaris D aerah.

6 . Desa adalah  adalah  k esa tu a n  m asy arak a t h u k u m  yang memiliki b a ta s  

wilayah yang  berw enang u n tu k  m enga tu r d an  m engurus u ru sa n  

pem erin tahan , kepentingan m asy arak a t se tem pat be rdasarkan  p rak a rsa  

m asyarakat, h ak  asal u su l, d a n /a ta u  b ak  trad isional yang diakui dan  

dihorm ati dalam  sistem  pem erin tahan  Negara K esatuan  Republik 

Indonesia.

7. Perdesaan  ad a lah  kaw asan  ke ijasam a a n ta r  D esa u n tu k  pengem bangan 

u sa h a , kegiatan  k em asy a rak a tan , pelayanan, pem bangunan , 

pem berdayaan  m asyarakat, keam an an , dan  ketertiban.

8 . Pem bangunan  Desa adalah  upaya pen ingkatan  kua litas h idup  dan  

keh idupan  u n tu k  sebesar-besarnya  kem akm uran  m asyarakat Desa.

9. Pem bangunan  Perdesaan  adalah  pem bangunan  yang d ilak san ak an  a n ta r  

Desa dalam  bidang pengem bangan u sa h a , kegiatan kem asyaraka tan , 

pelayanan, pem bangunan , pem berdayaan m asyarakat, keam anan , dan  

ketertiban .

10. Pem berdayaan M asyarakat D esa ad a lah  upaya m engem bangkan 

kem andirian  dan  kese jah teraan  m asyarakat dengan m eningkatkan  

p engetahuan , sikap , keteram pilan , perilaku , kem am puan , k esadaran , 

se rta  m em anfaatkan  sum berdaya m elalui penetapan  kebijakan, program , 

kegiatan dan  pendam pingan  yang sesua i dengan e sen si m asalah  dan  

prioritas k e b u tu h a n  m asy arak a t Desa.

11. Kewenangan D esa adalah  kew enangan yang  dimiliki Desa m eliputi 

kew enangan di bidang penyelenggaraan pem erin tahan  Desa, pe laksanaan  

Pem bangunan  Desa, pem binaan  kem asyaraka tan  Desa, dan  

Pem berdayaan

12. Pem erin tahan  D esa ad a lah  penyelenggaraan u ru san  pem erin tahan  dan  

kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  system  pem erin tahan  Negara 

K esatuan  Republik Indonesia.

13. Pem erintah D esa ad a lah  Kepala D esa a tau  yang d isebu t dengan n am a  lain 

d ib an tu  Perangkat D esa sebagai u n su r  penyelenggara Pem erin tahan  

Desa.
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1: 

13, 

Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan 

usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar 

Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, 

pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan 

ketertiban. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

  

 



14. B adan P erm usyaw aratan  D esa yang  se lan ju tn y a  d isingkat BPD a ta u  yang 

d iseb u t dengan n am a  lain ad a lah  lem baga yang m elaksanakan  fungsi 

pem erin tahan  yang anggotanya m erupakan  wakil dari pen d u d u k  Desa 

b e rd asa rk an  keterw akilan wilayah dan  d ite tapkan  secara  dem okratis.

15. M usyaw arah Desa a ta u  yang d iseb u t dengan nam a lain adalah  

m usyaw arah  a n ta ra  BPD, Pem erintah Desa, d an  u n su r  m asy arak a t yang 

d iselenggarakan oleh BPD u n tu k  m enyepakati hal yang bersifa t strategis.

16. M usyaw arah P erencanaan  Pem bangunan D esa yang  se lan ju tnya  d isebu t 

M usrenbang Desa adalah  m usyaw arah  a n ta ra  BPD, Pem erintah Desa, dan 

u n su r  m asy arak a t yang d iselenggarakan oleh Pem erintah D esa u n tu k  

m enetapkan  prioritas, program , keg iatan , dan  k eb u tu h an  Pem bangunan 

D esa yang d idanai oleh anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja Desa, sw adaya 

m asy arak a t Desa, d a n /a ta u  APBD kabupaten .

17. P era tu ran  D esa ad a lah  p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an  yang d ite tapkan  

oleh kepala D esa setelah d ib ah as dan  d isepakati bersam a BPD.

18. P erencanaan  Pem bangunan  D esa adalah  proses tah ap an  kegiatan  yang 

d iselenggarakan  oleh Pem erintah D esa dengan m elibatkan BPD dan 

u n su r  m asyarakat secara  p artis ip a tif gu n a  pem anfaa tan  dan  

pengalokasian  sum berdaya  D esa dalam  rangka  peningkatan  k u a litas  

h id u p  m an u sia  dan  penanggulangan  kem iskinan.

19. Su istenab le  Developmen Goals D esa yang se lan ju tnya  d iseb u t SDGs Desa 

ad a lah  upaya terpadu  P em bangunan  D esa u n tu k  percepatan  pencapaian  

tu ju a n  pem bangunan  berkelan ju tan .

20. P endataan  D esa adalah  proses penggalian, pengum pulan , p en ca ta tan , 

verifikasi dan  validasi d a ta  SDGs Desa, yang m em uat d a ta  objektif 

kew ilayahan d an  kew argaan D esa b e ru p a  a se t dan  potensi a se t D esa yang 

dapat. d idayagunakan  u n tu k  pencapaian  tu ju a n  Pem bangunan  Desa, 

m asalah  ekonom i, sosial, dan  budaya yang d ap a t d igunakan  sebagai 

b ah an  rekom endasi p en y u su n an  program  d an  kegiatan Pem bangunan  

Desa, se rta  d a ta  d an  inform asi te rka it lainnya yang m enggam barkan 

kondisi objektif D esa dan  m asy arak a t Desa.
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EF: 

18. 

19. 

20, 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut 

Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 

Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya 

masyarakat Desa, dan/atau APBD kabupaten, 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas 

hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. 

Suistenable Developmen Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa 

adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian 

tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, 

verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif 

kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang 

dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, 

masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai 

bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan 

Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan 

kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa. 
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21. Sistem  Inform asi D esa ad a lah  sistem  pengolahan  d a ta  kew ilayahan dan  

d a ta  kew argaan di D esa yang  d ised iakan  K em enterian Desa, 

Pem bangunan  D aerah Tertinggal, d an  Transm igrasi se rta  d ilakukan  

secara  te rp ad u  dengan m endayagunakan  fasilitas perangkat lu n ak  dan  

perangkat keras, ja rin g an , dan  sum ber day  a  m anusia  u n tu k  disajikan 

m enjadi inform asi yang  b e rguna  dalam  pen ingkatan  efektivitas dan  

efisiensi pelayanan  publik  serta  d a sa r  p e ru m u san  keb ijakan  stra teg is 

Pem bangunan  Desa.

22. Peta Ja la n  SDGs Desa adalah  dokum en ren can a  yang m em uat kebijakan 

stra teg is dan  ta h a p an  pencapaian  SDGs D esa sam pai dengan tah u n  

2030.

23. R encana Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa yang se lan ju tnya  d isebu t 

RPJM D esa adalah  dokum en p e ren can aan  kegiatan P em bangunan  Desa 

u n tu k  jan g k a  w aktu 6 (enam) tah u n .

24. R encana Kerja Pem erin tah  D esa yang  se lan ju tnya  d iseb u t RKP Desa 

adalah  dokum en pen jabaran  dari RPJM D esa u n tu k  jangka  w aktu 1 (satu) 

tah u n .

25. D aftar U sulan  RKP D esa adalah  pen jabaran  RPJM D esa yang m enjadi 

bagian dari RKP Desa u n tu k  jan g k a  w aktu  1 (satu) ta h u n  yang akan  

d iu su lk an  Pem erintah Desa kepada  pem erin tah  daerah  kabupaten  

m elalui m echanism  perencanaan  pem bangunan  daerah .

26. Aset Desa ad a lah  barang  milik D esa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli a tau  diperoleh a ta s  beban  anggaran  pen d ap a tan  dan  belanja Desa, 

a tau  perolehan hak  lain yang sah .

27. Potensi Aset Desa ad a lah  segala potensi Desa yang  m eliputi sum berdaya 

alam  dan lingkungan h idup, sum berdaya  m anusia , sum berdaya  sosial 

dan  budaya, sum berdaya  ekonom i, dan  sum berdaya lainnya yang  d ap a t 

d iakses, d ikem bangkan , d a n /a ta u  d iubah  oleh D esa m enjadi sum berdaya 

pem bangunan  yang  dimiliki a ta u  m enjadi Aset Desa, dikelola, diolah, 

d im anfaa tkan , dan  d ipergunakan  bagi kese jah teraan  b ersam a m asyarakat 

Desa.

28. Anggaran Pendapatan  dan  B elanja Desa yang se lan ju tnya  d isebu t APBDes 

ad a lah  ren can a  keuangan  tah u n a n  Pem erin tahan  Desa.
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22. 

23. 

24. 

29. 

26. 

27. 

28. 

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan 

data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan 

secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan 

perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan 

menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis 

Pembangunan Desa. 

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan 

strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 

2030. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut 

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa 

adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi 

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan 

diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten 

melalui mechanism perencanaan pembangunan daerah. 

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, 

atau perolehan hak lain yang sah. 

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial 

dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat 

diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumberdaya 

pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, 

dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat 

Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

  

  
  

 



BAB II
RUANG LINGKUP 

P a s a l2

R uang lingkup P era tu ran  Bupati ini ad a lah  :

a. a ra h  kebijakan pem bangunan  desa;

b. pe rencanaan  pem bangunan  desa;

c. revisi dokum en p e ren can aan  pem bangunan  desa  dan  m asa  transisi; dan

d. p e lak san aan  kegiatan pem bangunan  desa.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 3

(1) SDGs D esa m erupakan  a ra h  kebijakan Pem bangunan  D esa dan  

Pem berdayaan M asyarakat Desa.

(2) P enyusunan  dan  penyelarasan  a rah  kebijakan Pem bangunan  D esa dan  

Pem berdayaan M asyarakat D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

d ilakukan  m elalui S istem  Inform asi Desa.

Pasal 4

SDGs D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 3 ayat (1) b e rtu ju an  u n tu k  

m ew ujudkan :

a. desa  tan  pa  kem iskinan;

b. desa  ta n p a  kelaparan;

c. desa  se h a t dan  sejahtera;

d. pendidikan d esa  berkualitas;

e. ke terlibatan  perem puan  desa;

f. d esa  layak a ir bersih dan  san itasi;

g. d esa  berenergi bersih  dan  te rb a ru k an ;

h. p e rtu m b u h an  ekonom i desa m erata;

i. in fra s tru k tu r dan  inovasi desa  sesua i k eb u tu h an ;

j. d esa  ta n p a  kesenjangan;

k. kaw asan  perm ukim an desa  am an  dan  nyam an;

l. konsum si d an  produksi desa  sa d a r lingkungan;

m. desa  tanggap p e ru b ah an  iklim;

n. d esa  peduli lingkungan lau t;

o. d esa  peduli lingkungan darat;
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 

a. 

b. 

C. 

d. 

(1) 

(2) 

arah kebijakan pembangunan desa, 

perencanaan pembangunan desa, 

revisi dokumen perencanaan pembangunan desa dan masa transisi, dan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. 

BAB Il! 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 3 

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. 

Pasal 4 

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk 

mewujudkan : 

a, 

s 
2»

 
T
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» 
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m.
 

desa tanpa kemiskinan, 

desa tanpa kelaparan, 

desa sehat dan sejahtera, 

pendidikan desa berkualitas, 

keterlibatan perempuan desa, 

desa layak air bersih dan sanitasi, 

desa berenergi bersih dan terbarukan, 

pertumbuhan ekonomi desa merata, 

infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, 

desa tanpa kesenjangan, 

kawasan permukiman desa aman dan nyaman, 

konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, 

desa tanggap perubahan iklim, 

desa peduli lingkungan laut, 

desa peduli lingkungan darat, 
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29. D ana Desa ad a lah  d a n a  yang bersum ber dari anggaran  p en d ap a tan  dan 

belanja negara  yang d ip eru n tu k k an  bagi Desa yang d itran sfe r m elalui 

anggaran  p en d ap a tan  dan  belan ja  daerah  kabupaten  dan  d igunakan  

u n tu k  m em biayai penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa, p e laksanaan  

Pem bangunan Desa, pem binaan  kem asyaraka tan  Desa, dan  

Pem berdayaan M asyarakat Desa.

30. Alokasi D ana Desa ad a lah  d a n a  perim bangan yang  d iterim a kab u p aten  

dalam  anggaran  p en d ap a tan  d an  belanja daerah  k ab u p a te  se telah  

d ikurangi d a n a  alokasi k h u su s .

31. Lembaga K em asyarakatan  D esa a tau  yang d isebu t dengan n am a  lain 

ad a lah  lem baga yang  d iben tuk  oleh m asy arak a t sesuai dengan k eb u tu h an  

dan  m erupakan  m itra  Pem erintah D esa dalam  m em berdayakan 

m asy arak a t Desa.

32. Pelaksana Kegiatan ad a lah  p e laksana  kegiatan Pem bangunan D esa dan 

Pem berdayaan M asyarakat D esa, terdiri dari u n su r  perangkat Desa, 

Lembaga K em asyarakatan  Desa, dan  u n s u r  m asyarakat.

33. Pendam pingan D esa ad a lah  upaya m eningkatkan  k ap asitas , efektivitas, 

dan  ak u n tab ilita s  pem erin tahan  Desa, Pem bangunan  Desa, 

Pem berdayaan M asyarakat Desa, pem b en tu k an  dan  pengem bangan 

badan  u sa h a  m ilik Desa d a n /a ta u  badan  u sa h a  milik D esa bersam a, 

pen ingkatan  sinerg itas program  d an  kegiatan Desa, dan  kerjasam a Desa 

u n tu  m endu k u n g  pencapaian  SDGs Desa.

34. Kader Pem berdayaan M asyarakat Desa ad a lah  anggota m asy arak a t Desa 

yang memiliki p rak a rsa  d a n /a ta u  yang dipilih oleh Desa u n tu k  

m en u m b u h k an , m engem bangkan, dan  m enggerakkan p rak a rsa , 

partisipasi, sw adaya, dan  gotong royong di ka langan  m asyarakat Desa.

35. Pihak Ketiga adalah  lem baga sw adaya m asyarakat, p e rgu ruan  tinggi, 

organisasi kem asyaraka tan , a ta u  p e ru sah a a n , yang sum ber keuangan  

dan  keg ia tannya  tidak  berasal dari anggaran  pen d ap a tan  dan  belanja 

negara , anggaran  p en d ap a tan  dan  belan ja  daerah  provinsi, anggaran 

p en d ap a tan  dan  belanja daerah  kab u p aten  d a n /a ta u  APBDes.

36. R encana Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah RPJMD adalah  

Dokum en P erencanaan  Pem bangunan  D aerah jangka  w aktu  5 tah u n .
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34, 

35. 

36. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupate setelah 

dikurangi dana alokasi khusus. 

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan 

masyarakat Desa. 

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, 

Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. 

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, 

dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan 

badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, 

peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa 

untu mendukung pencapaian SDGs Desa. 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa 

yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk 

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa. 

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan 

dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau APBDes. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 5 tahun. 

 



p. desa  dam ai berkeadilan;

q. kem itraan  u n tu k  Pem bangunan  desa; dan

r. kelem bagaan desa  d inam is dan  budaya  d esa  adaptif.

Pasal 5

(1) T ujuan  SDGs Desa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 4 d ip rio ritaskan  

b e rd asa rk an  kondisi objektif desa  yang tergam barkan  pada  Sistem  

Inform asi Desa.

(2) Prioritas SDGs D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) m enjadi 

pedom an bagi Pem erintah D esa, BPD dan  m asy arak a t d esa  dalam  

m enen tukan  a ra h  kebijakan P erencanaan  Pem bangunan  D esa, serta  

program  d a n /a ta u  kegiatan p rio ritas P em bangunan  Desa.

Pasal 6

Pencapaian tu ju a n  SDGs D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 5 ayat (1)

paling lam a bu lan  D esem ber T ahun  2030.

Pasal 7

(1) Pencapaian tu ju a n  SDGs D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 6 

d iu k u r dengan m elakukan  evaluasi laju SDGs Desa b e rd asa rk an  Sistem  

Inform asi Desa.

(2) Evaluasi laju pencapaian  SDGs D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilakukan  oleh kepala D esa dengan  m elibatkan m asyarakat Desa.

(3) Hasil evaluasi laju pencapaian  SDGs D esa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2), m enjadi d a sa r  bagi tim  p enyusun  RKP Desa dalam  m enyusun  

rancangan  RKP Desa.

Pasal 8

(1) S istem  Inform asi D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 3 ayat (2) 

d igunakan  u n tu k  m enyusun  :

a. a rah  kebijakan P erencanaan  P em bangunan  Desa; dan

b. program  d a n /a ta u  kegiatan  prio ritas Pem bangunan D esa u n tu k  

pencapaian  tu ju a n  SDGs Desa

(2) Sistem  Inform asi D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) bersifat 

te rb u k a  dan  d ap a t d iakses oleh m asy arak a t D esa dan  Pihak Ketiga yang 

m em b u tu h k an  d a ta  dan  inform asi ten tan g  desa.
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p. desa damai berkeadilan: 

g- kemitraan untuk Pembangunan desa: dan 

KF, 

(1) 

(2) 

kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

Pasal 5 

Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan 

berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada Sistem 

Informasi Desa. 

Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam 

menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta 

program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. 

Pasal 6 

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

paling lama bulan Desember Tahun 2030. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pasal 7 

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem 

Informasi Desa. 

Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa. 

Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun 

rancangan RKP Desa. 

Pasal 8 

Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

digunakan untuk menyusun : 

a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, dan 

b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk 

pencapaian tujuan SDGs Desa 

Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang 

membutuhkan data dan informasi tentang desa. 

  

    

 



Pa sal 9

(1) Penyelarasan  a ra h  kebijakan Pem bangunan  D esa dan  Pem berdayaan 

M asyarakat D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 3 ay a t (2) 

d ilakukan  m elalui p en y u su n an  Peta J a la n  SDGs Desa oleh Kepala Desa

(2) Peta J a la n  SDGs D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) paling sedikit 

m em uat :

a. s a sa ra n  SDGs Desa;

b. kondisi objektif pencapaian  SDGs Desa;

c. p e rm asa lah an  dan  so lusi dalam  up ay a  pencapaian  SDGs Desa;

d. potensi dan  sum ber daya u n tu k  pencapaian  SGDs Desa; dan

e. ran can g an  program  d a n /a ta u  keg iatan  P em bangunan  Desa.

(3) Kepala Desa m em asukan  d a ta  dan  inform asi m engenai Peta J a la n  SDGs 

Desa ke dalam  Sistem  Informasi Desa.

(4) Peta Ja la n  SDGs D esa dalam  Sistem  Inform asi Desa te rm u a t dalam  

dashboard  SDGs D esa di kab u p aten  u n tu k  d igunakan  dalam  

m eru m u sk an  program  d a n /k e g ia ta n  pem bangunan  daerah  kab u p aten  

yang  difokuskan pada  upaya  m ew ujudkan  SDGs Desa.

(5) Pem erintah k ab u p aten  m enginform asikan program  d a n /a ta u  kegiatan 

pem bangunan  m asuk  D esa u n tu k  percepatan  pencapaian  SDGs Desa 

m elalui dashboard  SDGS Desa di k a b u p a te n /k o ta  sebagaim ana d im aksud  

dalam  ayat (4).

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

B agian Kesatu 
Um um  

Pasal 10

(1) P erencanaan  P em bangunan  D esa d isu su n  oleh Pem erintah D esa sesuai 

dengan kew enangan b e rd asa rk an  hak  asal usu l dan  kew enangan lokal 

berskala  Desa.

(2) P enetapan  kew enangan D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilak san ak an  dengan m enggunakan P era tu ran  D esa ten tan g  P enetapan  

Kewenangan Asal Usui dan  Kewenangan Lokal B erskala Desa.

(3) P erencanaan  P em bangunan  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

d ia rah k an  p ad a  upaya pencapaian  SDGs Desa.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(2) 

(3) 

Pasal 9 

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa 

Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat : 

a. sasaran SDGs Desa, 

b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa, 

c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa, 

d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa, dan 

e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa. 

Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs 

Desa ke dalam Sistem Informasi Desa. 

Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam 

dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam 

merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten 

yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. 

Pemerintah kabupaten menginformasikan program dan/atau kegiatan 

pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa 

melalui dashboard SDGS Desa di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4). 

BAB IV 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai 

dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa. 

Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Desa tentang Penetapan 

Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. 

  

 



(4) P erencanaan  Pem bangunan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilak san ak an  oleh Pem erintah Desa dengan m elibatkan  u n s u r  m asy arak a t 

Desa.

(5) P erencanaan  P em bangunan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d a p a t difasilitasi oleh:

a. perangkat d aerah  k ab u p aten  yang m elaksanakan  u ru sa n  

pem erin tahan  b idang Pem berdayaan M asyarakat dan  Desa;

b. tenaga  pendam ping  profesional; d a n /a ta u

c. p ihak  ketiga.

Pasal 11

(1) P erencanaan  P em bangunan  D esa terdiri atas:

a. p en d a taan  Desa

b. p en y u su n an  RPJM Desa; dan

c. p en y u su n an  RKP Desa.

(2) P erencanaan  P em bangunan  D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) 

d isu su n  secara  berjangka m eliputi:

a. p en d a taan  d an  P em utakh iran  SDGs Desa.

b. RPJM D esa u n tu k  jan g k a  w aktu  6 (enam) tah u n ; dan

c. RKP Desa u n tu k  jan g k a  w aktu 1 (satu) tah u n .

(3) P endatan  dan  P em utakh iran  d a ta  SDGs D esa sebag im ana d im aksud  pada 

Ayat (2) h u ru f  a  d ilakukan  sebelum  p en y u su n an  RPJM D esa d an  RKP 

Desa.

(4) RPJM D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2) h u ru f  b d ite tapkan  

dalam  jan g k a  w aktu paling lam a 3 (tiga) bu lan  te rh itung  sejak pelan tikan  

Kepala Desa.

(5) RKP Desa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) h u ru f  c d isu su n  pada 

bu lan  Ju li ta h u n  berjalan  dan  d ite tapkan  paling lam bat akh ir bu lan  

Septem ber ta h u n  berjalan.

(6 ) K eten tuan  m engenai RPJM Desa dan  RKP D esa sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1), d ite tapkan  dengan  P era tu ran  Desa.

Pasal 12

(1) Pelibatan m asy arak a t D esa dalam  P erencanaan  Pem bangunan Desa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (4) paling sedikit berupa  

pengajuan  u su la n  program  d a n /a ta u  kegiatan.

P A R A F

O P D
PtPA

P

ICANG

; u

l

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat 

Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat difasilitasi oleh: 

a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

b. tenaga pendamping profesional: dan /atau 

Cc. pihak ketiga. 

Pasal 11 

Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas: 

a. pendataan Desa 

b. penyusunan RPJM Desa, dan 

Cc. penyusunan RKP Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun secara berjangka meliputi: 

a. pendataan dan Pemutakhiran SDGs Desa. 

b. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan 

c. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pendatan dan Pemutakhiran data SDGs Desa sebagimana dimaksud pada 

Ayat (2) huruf a dilakukan sebelum penyusunan RPJM Desa dan RKP 

Desa. 

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan 

Kepala Desa. 

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun pada 

bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan 

September tahun berjalan. 

Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasal 12 

Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit berupa 

pengajuan usulan program dan/atau kegiatan. 
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(2) U sulan  program  d a n /a ta u  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d isu su n  b e rd asa rk an  d a ta  dan  inform asi yang te rtu an g  dalam  Sistem  

Inform asi Desa.

(3) U sulan progam  d a n /a ta u  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  ayat (2) 

d iru m u sk an  secara  partisipa tif dan  ink lusif dengan m elibatkan  sem ua 

w arga D esa m elalui kelom pok d iskusi te rp u m p u n  (te rp u sa t/te rk u m p u l 

dan  terh im pun) d a n /a ta u  rem buk w arga di tingkat kelom pok m asyarakat, 

ru k u n  te ta n g g a /ru k u n  warga, d u su n  d an  Desa.

(4) U sulan  progam  d a n /a ta u  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada ay a t (1) 

d isam paikan  kepada  BPD d a n /a ta u  Kepala Desa.

(5) U sulan  program  d a n /a ta u  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ap a t d iu su lk an  secara  perseorangan  d a n /a ta u  kelompok.

Pasal 13

K eterlibatan u n su r  m asy arak a t desa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 12

ayat (1) m eliputi :

a. m engikuti se lu ruh  ta h a p an  P erencanaan  Pem bangunan Desa;

b. m enyam paikan  asp irasi, sa ran , p en d ap a t secara  lisan a tau  tertu lis;

c. m engorganisasikan  kepentingan  dan  p rak a rsa  individu d a n /a ta u  kelom pok 

dalam  M usrenbang Desa;

d. m endorong terc ip tanya kegiatan  Pem bangunan  Desa; dan

e. m em elihara dan  m engem bangkan nilai perm usyaw aratan , perm ufakatan , 

kekeluargaan , dan  sem angat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Kedua 
P endataan  Desa 

Pasal 14

(1) P endataan  Desa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 h u ru f  a 

d ilak san ak an  oleh Pem erin tah  Desa.

(2) P endataan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (1) d ilakukan  m elalui 2 

(dua) tah ap , yaitu:

a. p en d a taan  desa  ta h a p  awal; dan

b. p en d a taan  desa  ta h a p  pem utakh iran .

(3) Hasil P endataan  Desa tah ap  awal sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (2) 

h u ru f  a  m erupakan  d a ta  d a sa r  SDGs Desa.
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Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem 

Informasi Desa. 

Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua 

warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun (terpusat/ terkumpul 

dan terhimpun) dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, 

rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. 

Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa. 

Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok. 

Pasal 13 

Keterlibatan unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) meliputi : 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa, 

menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis, 

mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok 

dalam Musrenbang Desa, 

mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa, dan 

memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, 

kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa. 

Bagian Kedua 

Pendataan Desa 

Pasal 14 

Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 

(dua) tahap, yaitu: 

a. pendataan desa tahap awal, dan 

b. pendataan desa tahap pemutakhiran. 

Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan data dasar SDGs Desa. 

  
  

      

 



(4) S a sa ran  P endataan  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

m erupakan  d a ta  SDGs D esa yang m em uat d a ta  kew ilayahan dan  d a ta  

kew argaan u n tu k  m enggam barkan kondisi objektif Desa.

(5) D ata  SDGs D esa sebagaim ana  d im ak su d  p ad a  ay a t (4) d im asu k k an  ke 

dalam  aplikasi S istem  Inform asi Desa yang d isiapkan K em enterian Desa 

u n tu k  d iu b ah  m enjadi d a ta  digital.

(6 ) P endataan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ap a t d ifasilitasi 

oleh :

a. perangkat daerah  k ab u p a ten  yang m elaksanakan  u ru sa n  pem erin tahan  

b idang Pem berdayaan M asyarakat. Desa;

b. pem erin tah  kecam atan

c. tenaga  pendam ping profesional;

d. k ad er pem berdayaan  m asy arak a t desa; d a n /a ta u

e. p ihak  ketiga.

Pasal 15

(1) Pem erintah D esa dalam  m elaksanakan  P endataan  D esa tah ap  awal 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 ayat (2) h u ru f  a  d ib an tu  oleh 

kelom pok kerja  P endataan  Desa.

(2) Kepala Desa m em bentuk  kelom pok kerja  P endataan  Desa sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) yang d ite tapkan  dengan K eputusan  Kepala Desa

(3) Kelompok kerja  p e n d a taa n  d esa  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), 

terdiri a ta s  :

a. pem bina yang d ijaba t oleh Kepala Desa;

b. k e tu a  yang dipilih oleh Kepala Desa dengan m em pertim bangkan 

kem am puan  dan  keahlian;

c. sek re ta ris  yang d itu n ju k  oleh k e tu a  tim ; dan

d. anggota yang berasa l dari perangkat desa, kader pem berdayaan  

m asy arak a t desa, dan  u n s u r  m asy arak a t desa  lainnya.

(4) U nsur m asy arak a t desa  sebagaim ana d im aksud  pada ay a t (2) h u ru f  d 

paling sedikit m eliputi:

a. tokoh a d a t, tokoh agam a, tokoh m asyarakat, tokoh pendid ikan , tokoh 

seni dan  budaya, dan  keterw akilan  kew ilayahan;

b. organisasi a tau  kelom pok tan i d a n /a ta u  b u ru h  tani;

c. organ isasi a tau  kelom pok nelayan d a n /a ta u  b u ru h  nelayan;
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(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data 

kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. 

Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke 

dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian Desa 

untuk diubah menjadi data digital. 

Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi 

oleh : 

perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

pemerintah kecamatan 

tenaga pendamping profesional, 

kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau 

pihak ketiga. 

Pasal 15 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibantu oleh 

kelompok kerja Pendataan Desa. 

Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

Kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, 

b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keahlian, 

sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim: dan 

anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan 

masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. 

Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

paling sedikit meliputi: 

a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh 

seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan, 

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani, 

Cc. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan, 
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d. organisasi a tau  kelom pok perajin;

e. organisasi a tau  kelom pok perem puan;

f. forum anak , se rta  pem erhati dan  perlindungan  anak;

g. perw akilan kelom pok m asy arak a t miskin;

h. kelom pok b e rk eb u tu h an  k h u su s  a tau  difabel;

i. kader keseha tan ;

j. Penggiat dan  pem erhati lingkungan;

k. kelom pok pem uda  a ta u  pelajar; d a n /a ta u

l. o rgan isasi sosial d a n /a ta u  lem baga kem asyaraka tan  lainnya sesuai 

kondisi objektif desa.

(5) Komposisi kelom pok kerja  p en d a taan  desa  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) paling sedikit 30%  (tiga p u lu h  persen) perem puan.

Pasal 16

(1) P endataan  desa  ta h a p  aw al sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 14 ayat

(2) h u ru f  a  m eru p ak an  se n su s  partisipatoris.

(2) S e n su s  partisipa to ris sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d ilak sanakan  

dengan m elibatkan se lu ru h  w arga Desa secara  inklusif.

(3) P artis ipasi m asy arak a t D esa dalam  P endataan  D esa sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilakukan  dengan cara:

a. m enjadi anggota kelom pok kerja P endataan  Desa;

b. m em berikan jaw aban  yang benar, lengkap dan  a k u ra t kepada  

kelom pok kerja P endataan  Desa; d a n /a ta u

c. m em berikan m asu k an  perbaikan  ten tan g  d a ta  SDGs D esa yang ad a  di 

Sistem  Inform asi Desa.

Pasal 17

(1) P endataan  desa  tah ap  awal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 14 ayat

(1) d idanai dengan D ana Desa.

(2) Kom ponen p en d an aan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) terdiri a ta s  :

a. dan  a pem bekalan;

b. dan  a  tran spo rtasi;

c. d a n a  konsum si;

d. pu lsa  in te rn e t bu lanan ; d a n /a ta u

e. d a n a  lainnya sesua i dengan kew enangan desa dan  d ip u tu sk an  dalam  

m usyaw arah  desa.
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(1) 

(2) 

d. organisasi atau kelompok perajin, 

organisasi atau kelompok perempuan, 

f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak, 

g. perwakilan kelompok masyarakat miskin, 

h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, 

kader kesehatan, pe
t 

Penggiat dan pemerhati lingkungan, 

ta
ma
. 

k. kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau 

Il. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai 

kondisi objektif desa. 

Komposisi kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling sedikit 30Y6 (tiga puluh persen) perempuan. 

Pasal 16 

Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf a merupakan sensus partisipatoris. 

Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif. 

Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa, 

b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada 

kelompok kerja Pendataan Desa, dan/atau 

c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di 

Sistem Informasi Desa. 

Pasal 17 

Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(1) didanai dengan Dana Desa. 

Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. dana pembekalan, 

b. dana transportasi, 

c. dana konsumsi, 

d. pulsa internet bulanan, dan/atau 

e. dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah desa. 

  

  

  
  

 



Pasal 18

(1) P endataan  d esa  T ahap  P em utakh iran  d ilakukan  te rh ad ap  d a ta  d a sa r  

SDGs D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 14 ayat (2) h u ru f  b.

(2) P endataan  desa  T ahap  P em utakh iran  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat

(1) d ilakukan  se tiap  T ahun .

(3) P endataan  d esa  T ahap  Pem utakh iran  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat

(1) m enjadi tanggung  jaw ab  Kepala Desa.

Pasal 19

(1) D esa m erupakan  pem ilik d a ta  d a sa r  SDGs Desa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 14 aya t (5) dan  d a ta  SDGs D esa hasil pem u takh iran  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 18

(2) Kepala D esa berkew ajiban m engelola d a ta  SD Gs Desa sebagaim ana 

d im aksud  pada  aya t (1) dengan c a ra  :

a. m enetapkan  d a ta  d a sa r  di Sistem  Inform asi D esa dengan 

m em bubuhkan  ta n d a  tan g an  elektronik  pada  Sistem  Inform asi Desa;

b. m eraw at dan  m elindungi d a ta  SDGs Desa;

c. m elakukan  pem u tak h iran  d a ta  SDGs Desa; dan

d. m ene tapkan  d a ta  SDGs Desa hasil pem u takh iran  dengan 

m em bubuhkan  ta n d a  tangan  elektronik  pada  Sistem  Inform asi Desa.

Bagian Ketiga 
RPJM Desa 

Pasal 20

RPJM Desa m em uat :

a. visi d an  misi Kepala Desa;

b. a ra h  kebijakan P erencanaan  P em bangunan  D esa yang d ifokuskan  pada 

upaya pencapaian  SDGs Desa;

c. gam baran  kem am puan  keuangan  desa; dan

d. ren can a  program  d a n /a ta u  kegiatan  penyelenggaraan Pem erin tahan  Desa, 

p e laksanaan  pem bangunan , pem binaan  kem asyaraka tan , dan  

pem berdayaan  m asy arak a t yang d ifokuskan  pada  upaya pencapaian  SDGs 

Desa.
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Pasal 18 

Pendataan desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar 

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b. 

Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan setiap Tahun. 

Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa. 

Pasal 19 

Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (5) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan cara : 

a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan 

membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa, 

b. merawat dan melindungi data SDGs Desa, 

c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa, dan 

d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan 

membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa. 

Bagian Ketiga 

RPJM Desa 

Pasal 20 

RPJM Desa memuat : 

a. visi dan misi Kepala Desa, 

b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada 

upaya pencapaian SDGs Desa, 

gambaran kemampuan keuangan desa, dan 

rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs 

Desa. 
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Pasal 21

(1) P enyusunan  RPJM Desa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11 ayat (1) 

h u ru f  b d ilak san ak an  dengan  m em perhatikan  a ra h  kebijakan 

perencanaan  pem bangunan  k ab u p aten , keberp ihakan  kepada warga 

m iskin, w arga d isab ilitas, perem puan , an ak , lansia , m asy arak a t ada t, 

serta  kelom pok m arginal dan  re n ta n  lainnya.

(2) Penyusunan  RPJM Desa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), d ilakukan  

dengan ta h a p an  kegiatan yang m eliputi :

a. pem ben tukan  tim p enyusun  RPJM Desa;

b. pencerm atan  hasil penyelarasan  a ra h  kebijakan Perencanaan 

P em bangunan  Desa;

c. p en y u su n an  rancangan  RPJM Desa;

d. penyelenggaraan M usrenbang  Desa u n tu k  m em bahas rancangan  

RPJM Desa;

e. evaluasi R ancangan RPJM D esa

f. penyelenggaraan M usyaw arah D esa u n tu k  m em bahas, m enyepakati 

dan  m enetapkan  RPJM Desa; dan

g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada m asy arak a t oleh 

Pem erintah Desa m elalui m edia d an  forum  pertem uan  Desa.

Pasal 22

(1) Kepala D esa m em persiapkan p en y u su n an  rancangan  RPJM Desa dengan 

m em bentuk tim penyusun  RPJM Desa.

(2) Tim penyusun  RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), terdiri 

a tas:

a. pem bina yang d ijabat oleh Kepala Desa;

b. k e tu a  yang dipilih oleh Kepala D esa dengan m em pertim bangkan 

kem am puan  dan keahlian;

c. sek re ta ris  yang d itu n ju k  oleh k e tu a  tim; dan

d. anggota yang berasa l dari perangkat Desa, Kader Pem berdayaan 

M asyarakat Desa, dan  u n su r  m asyarakat Desa lainnya.

(3) Tim penyusun  RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), 

d ite tapkan  paling lam bat 1 (satu) m inggu setelah Kepala D esa dilantik .

(4) U nsur m asyarakat desa  lainya sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  

d, m eliputi ;

P A R A F

O P D
p e r ;

f uu__

i

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 21 

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan 

perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga 

miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, 

serta kelompok marginal dan rentan lainnya. 

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

dengan tahapan kegiatan yang meliputi : 

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa, 

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan 

Pembangunan Desa, 

Cc. penyusunan rancangan RPJM Desa, 

penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan 

RPJM Desa, 

e. evaluasi Rancangan RPJM Desa 

f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati 

dan menetapkan RPJM Desa, dan 

g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh 

Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa. 

Pasal 22 

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan 

membentuk tim penyusun RPJM Desa. 

Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 

a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, 

b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keahlian, 

Cc. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, dan 

d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya. 

Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Desa dilantik. 

Unsur masyarakat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, meliputi : 

PARAF , 
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a. tokoh a d a t, tokoh agam a, tokoh m asyarakat, tokoh pendid ikan , tokoh 

seni dan  budaya, dan  keterw akilan kew ilayahan;

b. organisasi a tau  kelom pok tan i d a n /a ta u  b u ru h  tani;

c. organ isasi a ta u  kelom pok nelayan d a n /a ta u  b u ru h  nelayan;

d. organ isasi a ta u  kelom pok perajin;

e. organisasi a ta u  kelom pok perem puan;

f. forum  anak , serta  pem erhati d an  perlindungan  anak;

g. perw akilan kelom pok m asyarakat m iskin;

h. kelom pok b e rk eb u tu h an  k h u su s  a tau  difabel;

i. kader keseha tan ;

j. penggiat dan  pem erhati lingkungan;

k. kelom pok pem uda a ta u  pelajar; d a n /a ta u

l. o rgan isasi sosial d a n /a ta u  lem baga kem asyaraka tan  lainnya sesuai 

kondisi objektif Desa.

(5) Tim p enyusun  RPJM Desa sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (2)

berjum lah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(6) Komposisi tim  p enyusun  RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  pada aya t (4) 

terd iri dari paling sedikit 30%  perem puan.

(7) Tim p en y u su n  RPJM Desa sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2)

d ite tapkan  dengan K eputusan  Kepala Desa.

Pasal 23

Tim penyusun  RPJM Desa b e rtu g as  :

a. m enyusun  ran can g an  RPJM Desa; dan

b. m em fasilitasi M usrenbang Desa pem b ah asan  RPJM Desa.

Pasal 24

Pencerm atan hasil penyelarasan  a ra h  kebijakan Pem bangunan  Desa d ilakukan  

dengan ca ra  :

a. m em pelajari dan  m engkaji capa ian  RPJM Desa sebelum nya;

b. m em pelajari dan  m engkaji Peta Ja la n  SDGs Desa; dan

c. m em pelajari dan  m engkaji da fta r ren can a  program  dan  kegiatan yang 

m asu k  ke d esa  yang te rcan tu m  dalam  Lam piran I yang m erupakan  bagian 

tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  B upati ini

(S) 

(6) 

(7) 

a
c
 

» 
»
 

a
a
 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh 

seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan, 

organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani, 

organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan, 

organisasi atau kelompok perajin, 

organisasi atau kelompok perempuan, 

forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak, 

perwakilan kelompok masyarakat miskin, 

kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, 

kader kesehatan, 

penggiat dan pemerhati lingkungan, 

kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau 

organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai 

kondisi objektif Desa, 

Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang. 

Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terdiri dari paling sedikit 30”o perempuan. 

Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 23 

Tim penyusun RPJM Desa bertugas : 

a. menyusun rancangan RPJM Desa, dan 

b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa. 

Pasal 24 

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan 

dengan cara : 

a. mempelajari dan mengkaji capaian RPJM Desa sebelumnya, 

b. 

Cc, 

mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa, dan 

mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang 

masuk ke desa yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

  

 



Pasal 25

(1) Tim p enyusun  RPJM D esa m enyusun  ran can g an  RPJM D esa paling 

lam bat 1 (satu) minggu setelah  d ite tapkannya  K eputusan  Kepala Desa 

ten ta n g  Tim Penyusun  RPJM Desa.

(2) R ancangan RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d isu su n  

berdasarkan :

a. Sistem  Informasi Desa; dan

b. pencerm atan  hasil penyelarasan  a rah  kebijakan Pem bangunan Desa.

(3) R ancangan RPJM D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) m em uat :

a. visi dan  misi Kepala Desa terpilih;

b. tipologi desa  sebagai a ra h  kebijakan P erencanaan  Pem bangunan  Desa;

c. p rio ritas program  d a n /a ta u  kegiatan Pem bangunan Desa yang 

difokuskan pada upaya pencapaian  SDGs Desa;

d. lokasi program  d a n /a ta u  kegiatan;

e. perk iraan  volume;

f. sa sa ra n /m a n fa a t;

g. w aktu  p e lak san an  per tah u n  anggaran;

h. perk iraan  jum lah  dan  su m b er pem biayaan; dan

i. perk iraan  pola pe laksanaan  m eliputi: swakelola, p a d a t karva tunai 

desa, kerja sam a a n ta r  desa , d a n /a ta u  kerja sam a  dengan pihak 

ketiga.

(4) R ancangan RPJM D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), d ituangkan  

dalam  form at rancangan  RPJM D esa yang tercan tum  dalam  L am piran 11 

yang m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  B upati ini.

(5) R ancangan RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2), 

d isam paikan  oleh tim  p enyusun  RPJM Desa kepada  kepala Desa.

Pasal 26

(1) M usrenbang Desa d ilak san ak an  u n tu k  m em bahas dan  m cnyepakati 

rancangan  RPJM D esa paling lam bat 1 (satu) m inggu setelah selesainya 

rancangan  awal RPJM Desa.

(2) M usrenbang D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) diselenggarakan 

dengan k e ten tu an  sebagai beriku t :

a. penyelenggara m usyaw arah  P erencanaan  Pem bangunan Desa adalah 

Kepala Desa;

P A R A F

O P D
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(4) 
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(2) 

Pasal 25 

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa paling 

lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa 

tentang Tim Penyusun RPJM Desa. 

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan: 

a. Sistem Informasi Desa, dan 

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa. 

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : 

a. visi dan misi Kepala Desa terpilih, 

b. tipologi desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, 

c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang 

difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, 

lokasi program dan/atau kegiatan, 

perkiraan volume, 

sasaran/manfaat, 

waktu pelaksanan per tahun anggaran, 

y 
0 
M
0
 

. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan, dan 

me
ta
 

perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai 

desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak 

ketiga. 

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 

dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. 

Pasal 26 

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati 

rancangan RPJM Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya 

rancangan awal RPJM Desa. 

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah 

Kepala Desa, 

PARAF - 
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b. m usyaw arah  P erencanaan  P em bangunan  Desa d iikuti oleh Pem erintah 

D esa, BPD, dan  u n s u r  perw akilan m asy arak a t desa;

c. kepala  d esa  berkew ajiban m em astikan  kehad iran  undangan  dari 

u n s u r  m asyarakat; dan

d. w arga desa  a ta u  kelom pok m asyarakat selain  keterw akilan u n su r  

m asy arak a t yang d iu n d an g  oleh Kepala Desa berhak  m enghadiri 

M usrenbang  Desa;

e. ta ta  cara  p e lak san aan  M usyaw arah D esa m eru juk  pada P era tu ran  

M enteri Desa, P em bangunan  D aerah Tertinggal d an  Trasm igrasi 

ten tan g  M usyaw arah Desa.

(3) Pem bahasan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), d ilakukan  melalui 

d iskusi kelom pok secara  te ra rah  yang dibagi b e rd asa rk an  agenda SDGs 

Desa.

(4) D iskusi kelom pok secara  te ra rah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2), 

m em bahas :

a. visi dan  misi Kepala D esa terpilih;

b. pokok p ik iran  BPD;

c. program  d a n /a ta u  kegiatan P em bangunan  Desa yang d iu su lk an  

m asy arak a t Desa;

d. p rio ritas program  d a n /a ta u  kegiatan  Pem bangunan  Desa yang 

d irekom endasikan  Sistem  Informasi Desa; dan

e. ran can g an  RPJM Desa.

Pasal 27

(1) Basil kesepakatan  dalam  M usrenbang  pem bahasan  rancangan  RPJM 

D esa d itu an g k an  dalam  berita  acara.

(2) Berita acara  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d itan d a tan g an i oleh 

Kepala Desa, K etua BPD dan  seorang  perw akilan m asy arak a t Desa.

(3) Berita acara  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) dan  ran can g an  RPJM 

Desa hasil M usrenbang D esa d isam paikan  oleh Kepala D esa kepada BPD.

(4) Kepala D esa m enginform asikan kepada  m asyarakat D esa berita  acara  

sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (3) m elalui Sistem  Informasi D esa dan  

m edia publikasi lainnya.

P A RA F
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(4) 
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(3) 

(4) 

b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah 

Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa, 

c. kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari 

unsur masyarakat, dan 

d. warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur 

masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri 

Musrenbang Desa, 

e. tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa merujuk pada Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi 

tentang Musyawarah Desa. 

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 

diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs 

Desa. 

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

membahas : 

a. visi dan misi Kepala Desa terpilih, 

b. pokok pikiran BPD, 

Cc. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan 

masyarakat Desa, 

d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang 

direkomendasikan Sistem Informasi Desa, dan 

e. rancangan RPJM Desa. 

Pasal 27 

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM 

Desa dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 

Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM 

Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. 

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan 

media publikasi lainnya. 

  

 



(5) Form at berita  acara  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (4) te rcan tu m  

dalam  Lam piran 111 yang m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari 

P era tu ran  B upati ini.

Pasal 28

(1) Camat. m elakukan  evaluasi rancangan  RPJM D esa Hasil Pem bahasan  

M usrenbang Desa.

(2) Evaluasi sebagim ana d im aksud  dalam  Ayat (1) b e ru p a  :

a. penyelarasan  R ancangan RPJM D esa dengan RPJM Daerah;

b. penyelarasan  Program  Kegiatan yang m asu k  ke Desa;

c. kaidah  dan  Prinsip p en y u su n an  RPJM Desa;

(3) Hasil evaluasi sebagim ana d im aksud  pada ayat. (1) d itu an g k an  dalam  

b e n tu k  rekom endasi d an  m enjadi b ah an  penyem purnaan  R ancangan 

RPJM Desa.

Pasal 29

(1) BPD difasilitasi oleh Pem erintah Desa m enyelenggarakan M usyaw arah 

Desa u n tu k  m em bahas, m enetapkan  dan  m engesahkan  RPJM D esa paling 

lam bat 2 (dua) m inggu setelah p e lak san aan  M usrenbang dan  

peram pungan  R ancangan ak h ir RPJM Desa.

(2) Pem bahasan  d an  pengesahan  RPJM Desa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) meliputi:

a. pem b ah asan  ran can g an  RPJM Desa;

b. penetapan  rancangan  RPJM D esa melalui berita  aca ra  m usyaw arah  

Desa; dan

c. pengesahan  dokum en RPJM Desa.

(3) Berita a c a ra  m usyaw arah  D esa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 

h u ru f  b, d itan d a tan g an i oleh Kepala Desa, K etua BPD, Anggota BPD dan 

seorang  perw akilan m asy arak a t Desa.

(4) Pengesahan dokum en RPJM Desa sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (2) 

h u ru f  c, d ilakukan  dengan p en an d a tan g an an  P eratu ran  D esa ten tan g  

RPJM D esa oleh Kepala Desa.

(5) Peratu ran  Desa ten tan g  RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) 

m enjadi pedom an dalam  p en y u su n an  RKP Desa.
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(S) 

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 

Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa Hasil Pembahasan 

Musrenbang Desa. 

Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa : 

a. penyelarasan Rancangan RPJM Desa dengan RPJM Daerah, 

b. penyelarasan Program Kegiatan yang masuk ke Desa, 

c. kaidah dan Prinsip penyusunan RPJM Desa, 

Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan 

RPJM Desa. 

Pasal 29 

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah 

Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang dan 

perampungan Rancangan akhir RPJM Desa. 

Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pembahasan rancangan RPJM Desa, 

b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah 

Desa, dan 

Cc. pengesahan dokumen RPJM Desa. 

Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan 

seorang perwakilan masyarakat Desa. 

Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang 

RPJM Desa oleh Kepala Desa. 

Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa. 
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(6) Kepala D esa m enginform asikan kepada  m asyarakat D esa P era tu ran  Desa 

ten tan g  RPJM Desa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (4) m elalui Sistem  

Inform asi D esa d a n /a ta u  m edia publikasi lainnya.

Bagian Keem pat 
RKP Desa 
Pasal 30

P enyusunan  RKP D esa d ilakukan  m elalui tahapan :

a. pem ben tukan  tim  p en y u su n  RKP Desa;

b. pencerm atan  d an  penyelarasan  ren can a  kegiatan dan  pem biayaan 

P em bangunan  Desa;

c. pencerm atan  u lang  RPJM Desa;

d. p en y u su n an  ran can g an  RKP Desa dan  dafta r u su lan  RKP Desa;

e. m usrenbang  Desa pem b ah asan  ran can g an  RKP Desa dan  dafta r u su lan  

RKP Desa;

f. evaluasi R ancangan  RKP D esa oleh Cam at; dan

g. m usyaw arah  Desa p em b ah asan  dan  pengesahan  RKP Desa dan  daftar 

u su lan  RKP Desa.

Pasal 31

(1) RKP Desa d isu su n  oleh Pem erintah D esa dengan m em pedom ani dokum en 

RPJM Desa, se rta  m em perhatikan :

a. hasil realisasi RKP D esa ta h u n  sebelum nya;

b. hasil evaluasi laju pencapaian  SDGs Desa;

c. inform asi perk iraan  p en d ap a tan  tran sfe r D esa dari pem erin tah  daerah  

kabupaten ;

d. da fta r ren can a  program  dan  kegiatan yang m asu k  ke D esa yang  ad a  di 

dalam  Sistem  Inform asi Desa;

e. u su lan  m asyarakat Desa ten tan g  program  d a n /a ta u  kegiatan 

P em bangunan  D esa u n tu k  pencapaian  SDGs Desa;

f. berita  aca ra  m usyaw arah  a n ta r  Desa terkait kesepakatan  a n ta r  Desa 

u n tu k  b ekeijasam a m ew ujudkan  pencapaian  SDGs Desa; dan

g. dokum en perjanjian  kerja sam a Desa dengan  p ihak  ketiga u n tu k  

bekerja sam a  m ew ujudkan pencapaian  SDGs Desa.

(2) Perk iraan  p en d ap a tan  tran sfe r D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (1) 

h u ru f  c, m eliputi :

P A R A F  a

O P D
p e r a n I a n g

i f

(6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa 

tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem 

Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya. 

Bagian Keempat 

RKP Desa 

Pasal 30 

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan: 

a. pembentukan tim penyusun RKP Desa, 

b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan 

Pembangunan Desa, 

pencermatan ulang RPJM Desa, 

penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, 

e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan 

RKP Desa, 

f. evaluasi Rancangan RKP Desa oleh Camat, dan 

g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar 

usulan RKP Desa. 

Pasal 31 

(1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen 

RPJM Desa, serta memperhatikan: 

a. hasil realisasi RKP Desa tahun sebelumnya: 

b. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa: 

c. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah 

kabupaten, 

d. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di 

dalam Sistem Informasi Desa, 

e. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan 

Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa, 

f. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa 

untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa, dan 

g. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk 

bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa. 

(2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, meliputi : 

    

 



a. d a n a  Desa;

b. alokasi D ana Desa;

c. d a n a  bagi hasil pajak  dan  retribusi;

d. b a n tu a n  keuangan  pem erin tah  daerah  provinsi; dan

e. b a n tu a n  keuangan  pem erin tah  daerah  kabupaten .

Pasal 32

(1) Kepala D esa m em persiapkan  p en y u su n an  rancangan  RKP Desa dengan 

m em bentuk  tim  penyusun  RKP Desa paling lam bat Bulan J u n i tah u n  

berjalan.

(2) Tim penyusun  RKP D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) terdiri dari:

a. pem bina  yang d ijabat oleh kepala  Desa;

b. k e tu a  yang dipilih secara  m usyaw arah  m ufakat dengan 

m em pertim bangkan kem am puan  dan  keahlian;

c. sek re ta ris  d itu n ju k  oleh k e tu a  tim; dan

d. anggota berasa l dari perangkat desa, Kader Pem berdayaan M asyarakat 

Desa, d an  u n s u r  m asy arak a t Desa lainnya.

(3) U nsur m asy arak a t D esa lainnya sebagaim ana d im aksud  pada ay a t (2) 

h u ru f  d, meliputi:

a. tokoh ada t, tokoh agam a, tokoh m asyarakat, tokoh pendid ikan , tokoh 

seni dan  budaya, dan  keterw akilan  kew ilayahan;

b. organ isasi a ta u  kelom pok tan i d a n /a ta u  b u ru h  tani;

c. organisasi a ta u  kelom pok nelayan d a n /a ta u  b u ru h  nelayan;

d. organ isasi a ta u  kelom pok perajin;

e. organisasi a ta u  kelom pok perem puan , forum  anak , pem erhati dan  

perlindungan  anak;

f. perw akilan kelom pok m asy arak a t m iskin;

g. kelom pok b e rk e b u tu h an  k h u su s  a tau  difabel;

h . kader keseha tan ;

i. penggiat dan  pem erhati lingkungan;

j. kelom pok pem uda a tau  pelajar; d a n /a ta u

k. organ isasi sosial d a n /a ta u  lem baga kem asyaraka tan  lainnya sesuai 

keadaan  Desa.

(4) Tim p enyusun  RKP Desa sebagaim ana  d im aksud  pada ay a t (1), paling 

sedikit berjum lah  7 (tujuh) orang.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

T
 

S 

dana Desa, 

alokasi Dana Desa: 

dana bagi hasil pajak dan retribusi: 

bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi: dan 

bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten. 

Pasal 32 

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan 

membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat Bulan Juni tahun 

berjalan. 

Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. 

b. 

pembina yang dijabat oleh kepala Desa, 

ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan 

mempertimbangkan kemampuan dan keahlian: 

sekretaris ditunjuk oleh ketua tim, dan 

anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya. 

Unsur masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d, meliputi: 

a. 

»
 

pa
d»
 

tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh 

seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan: 

organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani: 

organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan, 

organisasi atau kelompok perajin, 

organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan 

perlindungan anak, 

perwakilan kelompok masyarakat miskin, 

kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, 

kader kesehatan, 

penggiat dan pemerhati lingkungan, 

kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau 

organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai 

keadaan Desa. 

Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 

sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang. 

  

    

 



(5) Komposisi Tim p en y u su n  RKP D esa sebagaim ana d im aksud  pada aya t (4) 

terdiri dari paling sedikit 30%  (tiga pu luh  per seratus) perem puan.

(6 ) Tim p en y u su n  RKP D esa sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d ite tapkan  

dengan k ep u tu san  kepala Desa.

(1) Tim P enyusun  RKP Desa bertugas u n tu k  m enyusun  rancangan  RKP Desa 

dan  dafta r u su la n  RKP D esa paling lam ba d u a  (dua) m inggu setelah 

d ite tapkannya  K eputusan  Kepala D esa ten tan g  Tim p enyusun  RKP Desa.

(2) P enyusunan  ran can g an  RKP Desa d an  dafta r u su lan  RKP Desa 

sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (1) d ilakukan  dengan ta h a p an  sebagai 

beriku t :

a. pencerm atan  dan  penyelarasan  ren can a  kegiatan dan  pem biayaan 

P em bangunan  Desa;

b. pencerm atan  u lang  D okum en RPJM Desa;

c. p en y u su n an  ren can a  kegiatan, se rta  desain  tekn is dan  ren can a  

anggaran  biaya kegiatan; dan

d. p en y u su n an  ran can g an  RKP D esa dan  dafta r u su lan  RKP Desa.

(1) R encana kegiatan Pem bangunan  Desa yang ak an  m asu k  ke dalam  

ran can g an  dokum en RKP D esa d isu su n  b e rd asa rk an  hasil pencerm atan  

dan  penyelarasan  dafta r ren can a  program  dan  kegiatan yang m asu k  ke 

Desa.

(2) R encana pem biayaan Pem bangunan D esa yang akan  m asu k  ke dalam  

rancangan  dokum en RKP D esa d isu su n  berdasarkan :

a. perk iraan  p en d ap a tan  asli Desa;

b. pagu ind ikatif D ana Desa yang  bersum ber dari anggaran  p en d ap a tan  

dan  belan ja  negara;

c. pagu ind ikatif alokasi D ana Desa .yang m erupakan  bagian dari d an a  

perim bangan yang  d iterim a kabupaten ;

d. perk iraan  bagian  dari hasil pajak  daerah  dan  re tribusi daerah  

kabupaten ;

e. ren can a  b a n tu a n  k euangan  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja

Pasal 33

Pasal 34

daerah  provinsi;

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terdiri dari paling sedikit 306 (tiga puluh per seratus) perempuan. 

Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan kepala Desa. 

Pasal 33 

Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa 

dan daftar usulan RKP Desa paling lamba dua (dua) minggu setelah 

ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Tim penyusun RKP Desa. 

Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan 

Pembangunan Desa, 

b. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa, 

c. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana 

anggaran biaya kegiatan, dan 

d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 

Pasal 34 

Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam 

rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan 

dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke 

Desa. 

Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam 

rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan: 

a. perkiraan pendapatan asli Desa, 

b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara, 

Cc. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima kabupaten, 

d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten, 

e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah provinsi, 
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f. ren can a  b a n tu a n  keuangan  dari anggaran  p en d ap a tan  belanja daerah  

kabupaten ; dan

g. sum ber keuangan  D esa lainnya yang sah  dan  tidak  m engikat.

(3) D ata dan  inform asi ten tan g  ren can a  pem biayaan  Pem bangunan  Desa 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) d im asukkan  ke dalam  Sistem  

Inform asi Desa.

(4) Form at d a ta  dan  inform asi ten tan g  ren can a  pem biayaan Pem bangunan  

D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  ayat (2) te rcan tum  dalam  L am piran IV 

yang m erupakan  bagian tidak  te rp isa h k an  dari P era tu ran  B upati ini.

Pem erintah daerah  kab u p aten  m enginform asikan kepada Pem erintah Desa 

ten tan g  program  d a n /a ta u  kegiatan yang m asuk  ke Desa m elalui penerb itan  

pagu ind ikatif dan a  tran sfe r ke desa.

(1) Dalam hal terjadi ke terlam batan  penyam paian  inform asi d a n /a ta u  

sosialisasi pagu ind ikatif pen d ap a tan  D esa dari pem erin tah  p u sa t 

d a n /a ta u  pem erin tah  daerah  provinsi, bupati m elakukan  :

a. penerb itan  su ra t pem beritahuan  kepada Kepala Desa; dan

b. pem binaan  dan  pendam pingan  kepada Pem erintah D esa u n tu k

(2) Percepatan  pe laksanaan  P erencanaan  Pem bangunan D esa sebagaim ana 

d im aksud  pada  aya t (1) h u ru f  b, ag ar APB Desa d ite tapkan  pada  31 

D esem ber ta h u n  berjalan.

(1) Tim penyusun  RKP D esa m elakukan  pencerm atan  u lang  RPJM Desa.

(2) Pencerm atan  ulang RPJM Desa sebagaim ana dim aksud pada  ayat (1) 

d ilakukan  dengan cara  :

a. m encerm ati a ra h  keb ijakan  P erencanaan  Pem bangunan  Desa;

b. m encerm ati ska la  p rio ritas ren can a  kegiatan  Pem bangunan Desa 

u n tu k  1 (satu) ta h u n  anggaran  beriku tnya  yang te rtu an g  dalam  

dokum en RPJM Desa;

c. m encerm ati hasil evaluasi laju pencapaian  SDGs Desa;

Pasal 35

Pasal 36

m em percepat p e laksanaan  P erencanaan  Pem bangunan Desa.

Pasal 37

(3) 

(4) 

f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah 

kabupaten, dan 

g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem 

Informasi Desa. 

Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan 

Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 35 

Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa 

tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan 

pagu indikatif dana transfer ke desa. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 36 

Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau 

sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan : 

a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa, dan 

b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk 

mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. 

Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar APB Desa ditetapkan pada 31 

Desember tahun berjalan. 

Pasal 37 

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. 

Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara : 

a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, 

b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa 

untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam 

dokumen RPJM Desa, 

c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, 

  

  

      

 



d. m encerm ati da fta r u su lan  m asy arak a t Desa perihal program  d a n /a ta u  

kegiatan Pem bangunan  D esa u n tu k  pencapaian  SDGs Desa; dan

e. m encerm ati ren can a  kerja  sam a a n ta r  Desa d a n /a ta u  kerja sam a Desa 

dengan p ihak  ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian  SDGs 

Desa.

(3) Hasil pencerm atan  u lang  RPJM D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat

(1) m em uat d a ta  dan  inform asi m engenai :

a. da fta r prio ritas u su lan  ren can a  program  d a n /a ta u  kegiatan  

P em bangunan  D esa u n tu k  1 (satu) ta h u n  anggaran  beriku tnya;

b. da fta r u su lan  m asy arak a t D esa yang  dipilah b e rd asa rk an  tu ju a n  SDGs 

Desa;

c. da fta r ren can a  kerja sam a a n ta r  Desa; dan

d. da fta r ren can a  k e ija  sam a Desa dengan  p ihak  ketiga.

(4) D ata d an  inform asi hasil pencerm atan  u lang  RPJM D esa sebagaim ana

d im aksud  p ad a  ay a t (3) d im asukkan  dalam  form at hasil pencerm atan

RPJM Desa yang ad a  di Sistem  Inform asi Desa.

Pasal 38

Tim p en y u su n  RKP Desa m elaksanakan  pen y u su n an  rancangan  RKP D esa dan

dafta r u su lan  RKP Desa dengan  berpedom an pada  Sistem  Informasi D esa yang

m e m u a t :

a. daftar ren can a  program  dan  kegiatan  yang m asu k  ke Desa;

b. d a ta  dan  inform asi ten ta n g  ren can a  pem biayaan P em bangunan  Desa; dan

c. d a ta  dan  inform asi hasil pencerm atan  RPJM Desa.

Pasal 39

(1) R ancangan RKP D esa paling sedik it m em uat :

a. evaluasi p e laksanaan  RKP Desa ta h u n  sebelum nya;

b. ren can a  kegiatan  dan  ren can a  anggaran  biaya;

c. p rio ritas program , kegiatan , dan  anggaran  D esa yang dikelola oleh 

Desa;

d. prio ritas program , kegiatan , dan  anggaran  D esa yang dikelola m elalui 

kerja  sam a a n ta r  D esa dan  p ihak  lain;

P A R A f
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d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau 

kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa: dan 

e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa 

dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs 

Desa. 

(3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat data dan informasi mengenai : 

a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan 

Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, 

b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs 

Desa, 

c, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan 

d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga. 

(4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan 

RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa. 

Pasal 38 

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan 

daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang 

memuat : 

a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa, 

b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa, dan 

c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa. 

Pasal 39 

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat : 

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, 

b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, 

Cc. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 

Desa, 

d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui 

kerja sama antar Desa dan pihak lain, 

 



e. ren can a  program , keg iatan , dan  anggaran  Desa yang  dikelola oleh 

D esa sebagai kew enangan penugasan  dari pem erin tah  p u sa t, 

pem erin tah  daerah  provinsi, d an  pem erin tah  daerah  k a b u p a ten /k o ta ; 

dan

f. ran can g an  tim  pe lak san a  ren can a  kegiatan.

(2) R encana kegiatan  dan  ren can a  anggaran  biaya sebagaim ana dim aksud 

pada  ayat (1) h u ru f  b, u n tu k  kerja  sam a  a n ta r  Desa d isu su n  dan 

d isepakati bersam a p a ra  kepala D esa yang m elakukan  kerja  sam a  a n ta r  

Desa.

(3) R ancangan RKP Desa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), d ituangkan  

dalam  form at ran can g an  RKP D esa yang  tercan tum  dalam  Lam piran V 

yang m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari P eratu ran  B upati ini.

Pasal 40

(1) Pem erintah Desa d a p a t m engusu lkan  p rio ritas program  dan  kegiatan 

P em bangunan  D esa dan  Pem bangunan  Perdesaan  kepada  pem erin tah , 

pem erin tah  daerah  provinsi, d a n /a ta u  pem erin tah  daerah  kabupaten .

(2) Tim penyusun  RKP D esa m eny u su n  u su la n  prioritas program  dan 

kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat: (1).

(3) U sulan  prio ritas program  dan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat

(1) d ituangkan  dalam  ran can g an  dafta r u su lan  RKP Desa.

(4) R ancangan dafta r u su lan  RKP Desa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3), 

m enjadi lam piran  berita  aca ra  laporan  tim  penyusun  ran can g an  RKP 

Desa.

Pasal 41

(1) Tim p enyusun  RKP D esa m enyam paikan  rancangan  RKP D esa kepada 

Kepala Desa u n tu k  d iperiksa  dengan dilengkapi berita  acara.

(2) Dalam  ha l kepala Desa tidak  m enyetujui rancangan  RKP Desa 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1), Kepala D esa m em in ta  tim penyusun  

RKP D esa u n tu k  m elakukan  perba ikan  dokum en rancangan  RKP Desa 

dengan tidak  m enam bahkan  kegiatan  baru  di lu a r  hasil k e sep ak a tan  tim 

RKP Desa.
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(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh 

Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota: 

dan 

f. rancangan tim pelaksana rencana kegiatan. 

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, untuk kerja sama antar Desa disusun dan 

disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar 

Desa. 

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 

dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 40 

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan 

Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. 

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 

Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP 

Desa. 

Pasal 41 

Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada 

Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. 

Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun 

RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 

dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim 

RKP Desa. 
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(3) Dalam hal Kepala D esa m enyetu ju i ran can g an  RKP D esa sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1), kepala D esa m em in ta  BPD m enyelenggarakan 

M usyaw arah Perencaan Pem bangunan  D esa .

Pasal 42

(1) Kepala D esa m enyam paikan dafta r u su lan  RKP Desa kepada  B upati 

melalui C am at scbagai u su la n  kegiatan  hasil partisipa tif di D esa u n tu k  

pe ren can aan  pem bangunan  D aerah.

(2) D aftar u su la n  RKP Desa sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m erupakan  

bagian dokum en RKP Desa.

(3) Penyam paian daftar u su lan  RKP D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) paling lam bat 31 D esem ber ta h u n  berjalan.

(4) B upati m enginform asikan kepada Pem erintah Desa ten ta n g  hasil 

pem b ah asan  dafta r u su la n  RKP Desa.

(5) Inform asi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) d iterim a Pem erintah Desa 

sebelum  p enetapan  RKP D esa ta h u n  anggaran  berikutnya.

Pasal 43

(1) Kepala D esa m elaksanakan  M usrenbang D esa u n tu k  m em bahas dan  

m enyepakati rancangan  RKP Desa.

(2) M usrenbang D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d iikuti oleh 

Pem erintah Desa, BPD, dan  u n su r  m asyarakat.

(3) Kepala Desa m em astikan  kehad iran  keterw akilan u n s u r  m asyarakat 

dalam  M usrenbang Desa.

(4) W arga D esa a ta u  kelom pok m asy arak a t selain u n s u r  m asy arak a t 

sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (2), d ap a t m enghadiri M usrenbang 

Desa.

(5) K etentuan kehad iran  keterw akilan u n su r  m asyarakat sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (3) dan  selain u n su r  m asy arak a t sebagaim ana 

d im aksud  pada aya t (4) berpedom an pada  p e ra tu ran  p e ru ndangan  yang 

berlaku.

Pasal 44

(1) M usrenbang  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 43 ayat (1) 

m em bahas d an  m enyepakati :
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(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan 

Musyawarah Perencaan Pembangunan Desa . 

Pasal 42 

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati 

melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk 

perencanaan pembangunan Daerah. 

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

bagian dokumen RKP Desa. 

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil 

pembahasan daftar usulan RKP Desa. 

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa 

sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 43 

Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan 

menyepakati rancangan RKP Desa. 

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 

Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat 

dalam Musrenbang Desa. 

Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang 

Desa. 

Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masvarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Pasal 44 

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 

membahas dan menyepakati : 

  

  

 



a. hasil pencerm atan  rea lisasi RKP D esa ta h u n  sebelum nya dan  tah u n  

berjalan;

b. hasil pencerm atan  evaluasi laju pencapaian  SDGs D esa yang m eru juk  

p ad a  Sistem  Inform asi Desa;

c. ran can g an  RKP D esa te rka it dengan pem bidangan program  dan 

kegiatan beserta  sum ber pendanaannya; dan

d. p rio ritas program  d a n /a ta u  kegiatan  yang difokuskan pada  upaya 

m ew ujudkan  pencapaian  SDGs D esa yang sudah  d ite tapkan  dalam  

dokum en RPJM Desa.

(2) Dalam  p em b ah asan  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  a 

d ilakukan  reviu laju pencapaian  SDGs Desa dan  upaya percepatan  

pencapaian  SDGs Desa.

(3) Upaya percepatan  pencapaian  SDGs D esa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) d iru m u sk an  b e rd asa rk an  d a ta  SDGs D esa dan  pencerm atan  hasil 

evaluasi laju pencapaian  SDGs D esa yang m eru juk  pada  Sistem  Informasi 

Desa.

(4) Hasil k esepaka tan  M usrenbang D esa p em b ah asan  rancangan  RKP Desa 

d ituangkan  dalam  berita  acara.

(5) Berita acara  sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (4) d itan d a tan g an i oleh 

kepala  Desa, k e tu a  BPD dan  seorang  perw akilan m asyarakat Desa.

(6) Berita a c a ra  hasil sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (4) d isam paikan  oleh 

Kepala D esa kepada  BPD.

(7) Kepala Desa m enginform asikan kepada  m asyarakat Desa berita  acara  

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) m elalui Sistem  Inform asi D esa dan  

m edia publikasi lainnya.

Pasal 45

(1) B upati m elalui C am at m elakukan  evaluasi rancangan  RPJM D esa hasil 

pem b ah asan  M usrenbang Desa.

(2) Evaluasi sebag im ana d im aksud  dalam  Ayat (1) berupa :

a. penyelarasan  program  kegiatan  }'ang m asu k  ke Desa;

b. penyelarasan  pagu ind ikatif Desa;

c. kaidah  dan  prinsip  p en y u su n an  RKP Desa.
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(3) 

(4) 
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(6) 

(7) 

(1) 

(2) 

a. hasil pencermatan realisasi RKP Desa tahun sebelumnya dan tahun 

berjalan, 

b. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk 

pada Sistem Informasi Desa, 

Cc. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan 

kegiatan beserta sumber pendanaannya, dan 

d. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya 

mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam 

dokumen RPJM Desa. 

Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan 

pencapaian SDGs Desa. 

Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil 

evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi 

Desa. 

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa 

dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh 

kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. 

Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada BPD. 

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan 

media publikasi lainnya. 

Pasal 45 

Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa hasil 

pembahasan Musrenbang Desa. 

Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa : 

a. penyelarasan program kegiatan yang masuk ke Desa, 

b. penyelarasan pagu indikatif Desa, 

c. kaidah dan prinsip penyusunan RKP Desa. 
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(3) Hasil evaluasi sebag im ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d itu an g k an  dalam  

b en tu k  rekom endasi dan  m enjadi bah  an  pen j'em purnaan  R ancangan RKP 

Desa.

Pasal 46

(1) BPD difasilitasi oleh Pem erintah Desa m enyelenggarakan M usyaw arah 

Desa u n tu k  m em bahas, m enetapkan  dan  m engesahkan  RKP Desa.

(2) Pem bahasan  dan  pengesahan  R encana Kerja Pem erintah RKP D esa 

sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat. (1) m eliputi :

a. p em bahasan  rancangan  RKP Desa;

b. penetapan  ran can g an  RKP Desa m elalui berita  aca ra  M usyaw arah 

Desa; dan

c. pengesahan  dokum en RKP Desa.

(3) Berita aca ra  M usyaw arah D esa sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 

h u ru f  b, d itan d a tan g an i oleh Kepala Desa, K etua BPD, Anggota BPD dan 

seorang  perw akilan m asy arak a t Desa.

(4) Pengesahan dokum en RKP D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (2) 

h u ru f  c, d ilakukan  dengan p en an d a tan g an  P era tu ran  Desa ten tang  RKP 

D esa oleh Kepala Desa.

(5) Kepala Desa m enginform asikan kepada m asy arak a t Desa P era tu ran  Desa 

ten tan g  RKP D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) m elalui Sistem  

Inform asi D esa d a n /a ta u  m edia pub likasi lainnya.

Pasal 47

Form at dafta r p rio ritas u su la n  ren can a  program  d a n /a ta u  kegiatan 

Pem bangunan  D esa u n tu k  1 (satu) tah u n  anggaran  beriku tnya, da fta r u su lan  

m asy arak a t D esa yang dipilah b e rd asa rk an  tu ju a n  SDGs Desa, d a fta r ren can a  

kerja sam a  a n ta r  Desa, da fta r ren can a  kerja sam a D esa dengan p ihak  ketiga 

d an  outline p en y u su n an  RKP D esa te rcan tu m  dalam  L am piran VI vang 

m erupakan  bagian tidak  terp isahkan  dari P era tu ran  B upati ini.
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKP 

Desa. 

Pasal 46 

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah 

Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa. 

Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 

a. pembahasan rancangan RKP Desa, 

b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah 

Desa, dan 

c. pengesahan dokumen RKP Desa. 

Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan 

seorang perwakilan masyarakat Desa. 

Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP 

Desa oleh Kepala Desa. 

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa 

tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem 

Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya. 

Pasal 47 

Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan 

Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan 

masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana 

kerja sama antar Desa, daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga 

dan outline penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

 



BAB V
REVISI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN MASA

TRANS1S1 
Bagian Kesatu

Revisi D okum en P erencanaan  Pem bangunan Desa
Pasal 48

(1) Pem erintah D esa d ap a t m elakukan  revisi Dokum en P erencanaan  Desa 

RPJM D esa dan  RKP Desa.

(2) Revisi D okum en P erencanaan  D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), 

d ap a t d ilak sanakan  dengan syarat:

a. ad an y a  p e ru b ah an  kebijakan pem erin tah ;

b. terjad inya bencana  alam  dan  non alam ; d a n /a ta u

c. terjadi pem ekaran  desa  d a n /a ta u  p e ru b ah an  s ta tu s  desa.

(3) P enyusunan  Revisi RPJM D esa berlaku M utatis M utandis dengan 

pen y u su n an  RPJM D esa dan  RKP Desa.

Bagian Kedua 

Masa T ransisi 
Pasal 49

(1) M asa tran sis i ad a lah  d esa  yang periode dokum en RPJM D esa telah 

berakh ir sem en ta ra  dokum en RPJM Desa yang baru  belum  memiliki 

k ek u a tan  h u k u m  u n tu k  m enjadi acu an  p en y u su n an  RKP Desa.

(2) U ntuk desa  dengan kondisi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m aka  

p en y u su n an  RKP Desa m asih  berpedom an pada RPJM D esa yang lam a.

(3) Berpedom an pada  RPJM D esa lam a sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2), 

ya itu  m engacu pada identifikasi pe rm asa lahan  pem bangunan  d an  isu-isu  

stra teg is b e rd asa rk an  evaluasi hasil p e lak san aan  RKP D esa ta h u n  lalu.

(4) Dalam hal terjadi pergantian  Kepala D esa yang d isebabkan  m eninggal, 

m engundu rkan  diri d a n /a ta u  d iberhen tikan  m aka pen y u su n an  RKP Desa 

te tap  berpedom an pada RPJM D esa yang berlaku.

(5) Hasil identifikasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3), d isu su n  prioritas, 

lokasi, d an  sa sa ran  pem bangunan  desa  se rta  ren can a  program  dan 

kegiatan prio ritas pem bangunan  ta h u n a n  desa  dalam  b en tu k  dokum en 

RKP Desa.

(6) RKP D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4) d ite tapkan  dengan 

P era tu ran  D esa sebagai d a sa r  p en y u su n an  APB Desa.
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BAB V 

REVISI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN MASA 

TRANSISI 

Bagian Kesatu 

Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa 

Pasal 48 

Pemerintah Desa dapat melakukan revisi Dokumen Perencanaan Desa 

RPJM Desa dan RKP Desa. 

Revisi Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat dilaksanakan dengan syarat: 

a. adanya perubahan kebijakan pemerintah, 

b. terjadinya bencana alam dan non alam, dan/atau 

Cc. terjadi pemekaran desa dan/atau perubahan status desa. 

Penyusunan Revisi RPJM Desa berlaku Mutatis Mutandis dengan 

penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. 

Bagian Kedua 

Masa Transisi 

Pasal 49 

Masa transisi adalah desa yang periode dokumen RPJM Desa telah 

berakhir sementara dokumen RPJM Desa yang baru belum memiliki 

kekuatan hukum untuk menjadi acuan penyusunan RKP Desa. 

Untuk desa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 

penyusunan RKP Desa masih berpedoman pada RPJM Desa yang lama. 

Berpedoman pada RPJM Desa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu 

strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu. 

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa yang disebabkan meninggal, 

mengundurkan diri dan/atau diberhentikan maka penyusunan RKP Desa 

tetap berpedoman pada RPJM Desa yang berlaku. 

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun prioritas, 

lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan 

kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa dalam bentuk dokumen 

RKP Desa. 

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa. 
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BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 50

(1) Kepala D esa m engkoordinasikan  p e lak san aan  P em bangunan  Desa 

te rh itu n g  sejak  d ite tapkan  APB Desa.

(2) P e laksanaan  P em bangunan  D esa sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (1) 

d ilakukan  secara  sw akelola dengan  cara  :

a. pendayagunaan  sw adaya dan  gotong royong m asy arak a t Desa;

b. pendayagunaan  penyedia ja s a /b a ra n g ; d a n /a ta u

c. p ad a t karya tunai Desa.

(3) Dalam  hal sw akelola p e laksanaan  Pem bangunan  Desa sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  aya t (2) m em b u tu h k an  b a ran g  d a n /a ta u  ja sa , Pem erintah 

D esa d ap a t m elibatkan  penyedia barang  d a n /a ta u  ja s a  sesua i dengan 

k e ten tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

(4) P e laksanaan  P em bangunan  D esa sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  m elalui tahapan :

a. persiapan  p e lak san aan  kegiatan  Pem bangunan  Desa;

b. p e lak san aan  kegiatan  P em bangunan  Desa; dan

c. Pertanggungjaw aban P e laksanaan  Kegiatan.

Bagian Kesatu
T ahapan  Persiapan P e laksanaan  Kegiatan Pem bangunan Desa

Pasal 51

T ahapan  persiapan  p e laksanaan  kegiatan  pem bangunan  d esa  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 50 ayat (4) h u ru f  a  m eliputi :

a. p ene tapan  p e lak san a  kegiatan;

b. p en y u su n an  ren can a  kerja;

c. sosialisasi d a n /a ta u  publikasi kegiatan;

d. pem bekalan  p e lak san a  kegiatan;

e. p e lak san aan  koordinasi dan  sinerg itas p e lak san aan  kegiatan;

f. penyiapan dokum en adm in istrasi;

g. pem ben tukan  tim  pengadaan  barang  dan  jasa ;

h. pengadaan  tenaga  kerja; dan

i. pengadaan  b ah an /m a te ria l.
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(2) 

(3) 

(4) 

BAB VI 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 50 

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa 

terhitung sejak ditetapkan APB Desa. 

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara swakelola dengan cara : 

a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, 

b. pendayagunaan penyedia jasa/ barang, dan/atau 

Cc. padat karya tunai Desa. 

Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah 

Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui tahapan: 

a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, 

b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, dan 

c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan. 

Bagian Kesatu 

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 

Pasal 51 

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi : 

a. 

7 
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penetapan pelaksana kegiatan, 

penyusunan rencana kerja, 

sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan, 

pembekalan pelaksana kegiatan, 

pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, 

penyiapan dokumen administrasi, 

pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, 

pengadaan tenaga kerja, dan 

pengadaan bahan /material. 
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Pasal 52

(1) Kepala D esa m em eriksa dan  m enetapkan  dafta r tim  Pelaksana Kegiatan 

P em bangunan  D esa dengan K eputusan  Kepala Desa.

(2) Tim P elaksana  Kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) terdiri dari 

Perangkat Desa, Lem baga kem asy arak a tan  d a n /a ta u  u n s u r  m asyarakat 

Desa.

(3) Dalam  hal anggota tim  Pelaksana Kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) m en g undu rkan  diri, Kepala Desa berw enang m engganti anggota 

tim Pelaksana  Kegiatan, p indah  domisili ke luar D esa, d a n /a ta u  

berha langan  m elaksanakan  tugas.

Pasal 53

Tim Pelaksana  Kegiatan sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 52 ay a t (1) 

b e rtu g as m em ban tu  kepala Desa dalam  ta h a p an  persiapan , p e laksanaan , dan 

pertanggungjaw aban kegiatan P em bangunan  Desa.

Pasal 54

(1) Tim Pelaksana  Kegiatan sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 53 

m enyusun  ren can a  kerja  tim b ersam a Kepala Desa.

(2) R encana kerja  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), m em uat :

a. u ra ian  kegiatan;

b. biaya;

c. w aktu  pe laksanaan ;

d. lokasi;

e. kelom pok sasa ran ;

f. tenaga  kerja; dan

g. da fta r Pelaksana  Kegiatan.

Pasal 55

(1) Kepala D esa m elakukan  sosialisasi d an  publikasi dokum en RKP Desa, 

APB D esa dan  ren can a  ke ija  kepada m asyarakat.

(2) Sosialisasi dan  publikasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), d ap a t 

d ilakukan  m elalui :

a. m usyaw arah  persiapan  p e lak san aan  kegiatan  desa;

b. Sistem  Inform asi Desa;

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 52 

Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan 

Pembangunan Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat 

Desa. 

Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengundurkan diri, Kepala Desa berwenang mengganti anggota 

tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Desa, dan/atau 

berhalangan melaksanakan tugas. 

Pasal 53 

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 

bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 54 

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa. 

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. uraian kegiatan, 

b. biaya, 

c. waktu pelaksanaan, 

d. lokasi, 

e. kelompok sasaran, 

f. tenaga kerja, dan 

g. daftar Pelaksana Kegiatan. 

Pasal 55 

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, 

APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat. 

Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan melalui : 

a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa, 

b. Sistem Informasi Desa: 

    

 



c. p ap an  inform asi Desa; dan

d. m edia lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 56

(1) Kepala D esa m engoord inasikan  pem bekalan  tim  Pelaksana  Kegiatan.

(2) Kegiatan pem bekalan  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (1) d ilak sanakan  

oleh Pem erintah D esa m elalui bim bingan teknis.

(3) Dalam m elaksanakan  bim bingan tekn is sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(2), Pem erintah Desa d ap a t m em inta  b a n tu a n  p ihak  lain.

(4) Peserta bim bingan tek n is  sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (2) terdiri 

a tas:

a. perangkat Desa;

b. tim  Pelaksana  Kegiatan;

c. pan itia  pengadaan  barang  dan  jasa ;

d. Kader Pem berdayaan M asyarakat Desa; dan

e. u n s u r  m asy arak a t Desa.

(5) M ated pem bekalan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) paling sedikit 

mem u a t  :

a. pengelolaan dan  pertanggungjaw aban anggaran  dan  kegiatan;

b. pengadaan  barang  d an  jasa ;

c. pengelolaan dan  pem anfaa tan  sum ber daya lokal;

d. p en y u su n an  laporan  p e laksanaan  kegiatan; dan

e. pengelolaan inform asi p e lak san aan  kegiatan.

Pasal 57

(1) Tim Pelaksana  Kegiatan berkoordinasi m elakukan  penyiapan dokum en 

adm in istras i kegiatan  dengan kepala  Desa.

(2) Dokum en adm in istrasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) paling sedikit 

m eliputi :

a . ren can a  anggaran  biaya dan  desain  kegiatan;

b. adm in istrasi keuangan;

c. da fta r m asy arak a t penerim a m anfaat;

d. pernya taan  kesanggupan  p ih ak  ketiga dalam  m enyelesaikan 

pekerjaan;
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

c. papan informasi Desa, dan 

d. media lain sesuai kondisi Desa. 

Pasal 56 

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan. 

Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis. 

Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain. 

Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. perangkat Desa, 

b. tim Pelaksana Kegiatan, 

Cc. panitia pengadaan barang dan jasa, 

d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan 

ce. unsur masyarakat Desa. 

Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat : 

a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan, 

b. pengadaan barang dan jasa, 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, 

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan 

e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 57 

Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen 

administrasi kegiatan dengan kepala Desa. 

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

meliputi : 

a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan, 

b. administrasi keuangan, 

c. daftar masyarakat penerima manfaat, 

d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan 

pekerjaan, 

  

  

  

  

 



e. pera lihan  h ak  m elalui h ibah  dari w arga m asyarakat kepada 

Pem erintah Desa a ta s  lah an  a ta u  ta n a h  yang m enjadi Aset D esa yang 

terkena  dam pak  kegiatan  P em bangunan  Desa;

f. jual-beli a n ta ra  w arga m asy arak a t dan  D esa a ta s  la h a n /ta n a h  yang 

terkena  dam pak  kegiatan  P em bangunan  Desa;

g. p em y a taan  kesanggupan  dari w arga m asy arak a t u n tu k  tidak  m em inta  

ganti rugi a ta s  b an g u n an  pribadi d a n /a ta u  tan am an  yang  te rkena  

dam pak  kegiatan  Pem bangunan  Desa.

h. pem bayaran  ganti rugi a ta s  b an g u n an  pribadi d a n /a ta u  tan am an  yang 

terkena  dam pak  keg iatan  P em bangunan  Desa.

Pasal 58

P elaksanaan  kegiatan P em bangunan  D esa m engu tam akan  pem anfaatan  

sum ber daya m an u s ia  m elalui p ad a t karya tu n a i Desa, sum ber daya alam  dan 

sum ber daya  lainnya yang ad a  di D esa se rta  m endayagunakan  sw adaya dan  

gotong-royong m asyarakat.

Pasal 59

(1) P em anfaatan  sum ber daya m an u s ia  yang  a d a  di D esa dalam  pe laksanaan  

kegiatan  P em bangunan  Desa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 58 

paling sedik it m eliputi :

a. p en d a taan  k e b u tu h a n  tenaga  kerja;

b. pendaftaran  calon tenaga  kerja;

c. pem ben tukan  kelom pok kerja;

d. pem bagian jadw al kerja; dan

e. p ene tapan  b esaran  up ah  d a n /a ta u  honor.

(2) P enetapan  u pah  d a n /a ta u  honor sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (1) 

h u ru f  e, b e rd asa rk an  P era tu ran  B upati ten tan g  S tan d ar S a tu an  Harga 

B arang dan  Ja sa .

Pasal 60

(1) Pem anfaatan  sum ber daya a lam  yang ad a  di Desa dalam  p e laksanaan  

kegiatan  P em bangunan  D esa sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 59 

paling sedikit m eliputi :

a . p en d a taan  jen is  dan  potensi m aterial lokal;
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peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada 

Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang 

terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa, 

jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang 

terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa, 

pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta 

ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena 

dampak kegiatan Pembangunan Desa. 

pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang 

terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa. 

Pasal 58 

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya manusia melalui padat karya tunai Desa, sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan 

gotong-royong masyarakat. 

Pasal 59 

(1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan 

kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

paling sedikit meliputi : 

a. 

b. 

C. 

d. 

£. 

pendataan kebutuhan tenaga kerja, 

pendaftaran calon tenaga kerja, 

pembentukan kelompok kerja, 

pembagian jadwal kerja, dan 

penetapan besaran upah dan/atau honor. 

(2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 

Barang dan Jasa. 

Pasal 60 

(1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan 

kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

paling sedikit meliputi : 

a. pendataan jenis dan potensi material lokal, 
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b. p en d a taan  k e b u tu h a n  m aterial a tau  b ah an  yang d iperlukan;

c. p en en tu an  m aterial a ta u  b ah an  yang d ised iakan  dari Desa;

d. p en en tu an  cara  pengadaan  m aterial a ta u  bahan ; dan

e. p en en tu an  h a rg a  m aterial a ta u  bahan .

(2) P enen tuan  harga  m ateria l a ta u  b ah an  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) h u ru f  e, berpedom an pada  P era tu ran  B upati ten tang  S ta n d a r S a tuan  

H arga B arang dan  Ja sa .

Pasal 61

Dalam hal P era tu ran  B upati sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 59 aya t (2) 

dan  Pasal 60 ayat (2) belum  d ite tapkan , Kepala D esa d ap a t m enerb itkan  

K epu tusan  m engenai p ene tapan  harga  sa tu a n  barang  dan  ja s a  di Desa 

b e rd asa rk an  survei harga  sa tu a n  setem pat.

Pasal 62

(1) P endayagunaan  sw adaya dan  gotong royong m asyarakat Desa dalam  

p e laksanaan  kegiatan Pem bangunan Desa, paling sedikit meliputi:

a. p en d a taan  dan  pengh im punan  uang a ta u  d ana , b ah an  dan  m aterial, 

m au p u n  tenaga  sukare la  dari sw adaya m asyarakat D esa d a n /a ta u  

p ihak  lain;

b. p en d a taan  h ibah  a ta s  ta n a h  a tau  lahan  dari m asy arak a t Desa 

d a n /a ta u  p ihak  lain;

c. pem ben tukan  kelom pok tenaga kerja  sukarela ; dan

d. p ene tapan  jadw al kerja.

(2) Je n is  dan  ju m la h  sw adaya m asy arak a t se rta  tenaga  sukare la  sebagaim ana 

d im aksud  pada ayat (1), sesua i dengan ren can a  yang  te rcan tu m  di dalam  

RKP D esa yang  d ite tap k an  dalam  APB Desa.

Pasal 63

(1) P adat karya  tu n a i D esa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 58, dikelola 

dengan k e te n tu an  :

a. pekerja d ip rio ritaskan  bagi penganggur, setengah  penganggur, 

perem puan  kepala keluarga, anggota  keluarga m iskin, se rta  anggota 

m asyarakat m arginal lainnya;
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b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan: 

Cc. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa: 

d. penentuan cara pengadaan material atau bahan: dan 

e. penentuan harga material atau bahan. 

(2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan 

Harga Barang dan Jasa. 

Pasal 61 

Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 

dan Pasal 60 ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa dapat menerbitkan 

Keputusan mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa 

berdasarkan survei harga satuan setempat. 

Pasal 62 

(1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi: 

a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, 

maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau 

pihak lain, 

b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa 

dan/atau pihak lain, 

Cc. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela, dan 

d. penetapan jadwal kerja. 

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam 

RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 

Pasal 63 

(1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikelola 

dengan ketentuan : 

a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota 

masyarakat marginal lainnya, 

  

  

     



(3)

(2)

(4 )

b. b esaran  anggaran  up ah  kerja  paling sedik it 50%  (lima p u lu h  persen) 

dari to tal biaya per kegiatan yang d ilakukan  m enggunakan  pola padat 

karya  tu n a i Desa; dan

c. pem bayaran  upah  kerja d iberikan  setiap  hari.

Padat karya  tu n a i D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) terdiri a ta s  :

a. p ad a t karya ekonom i produktif; dan

b. p ad a t karya in fra s tru k tu r produktif.

Padat karya ekonom i p roduktif sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  a  m eru p ak an  u sa h a  ekonom i p roduk tif yang m enyerap tenaga  kerja 

dalam  ju m lah  besar m eliputi :

a. p e rtan ian  dan  p e rk eb u n an  u n tu k  k e tah an an  pangan;

b. resto ran  dan  w isa ta  Desa;

c. perdagangan  logistik pangan;

d. perikanan;

e. pe tern  akan;

f. in d u stri pengolahan dan  pergudangan  u n tu k  pangan; dan

g. u sa h a  ekonom i p roduk tif lainnya.

Padat karya in fra s tru k tu r p roduktif sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b, m eliputi in fra s tru k tu r  u n tu k  m endukung  u sa h a  ekonomi 

p roduk tif yang m enyerap  tenaga  k e ija  dalam  ju m la h  besar, berupa:

a. sa ra n a  p ra sa ra n a  produksi dan  pengolahan hasil u sa h a  pertan ian  

d a n /a ta u  perikanan  u n tu k  k e tah an an  pangan  dan  u sa h a  pertan ian  

berskala  produktif;

b. sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  ja sa  se rta  u sa h a  industri kecil d a n /a ta u  

in d u stri rum ahan ;

c. sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  pem asaran ;

d. sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  tran spo rtasi;

e. sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  D esa w isata;

f. sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  D esa digital; dan

g. sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  pendukung  u sa h a  ekonom i p roduk tif lainnya.

(2) 

(3) 

(4) 

b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 506 (lima puluh persen) 

dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat 

karya tunai Desa, dan 

c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. 

Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. padat karya ekonomi produktif, dan 

b. padat karya infrastruktur produktif. 

Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar meliputi : 

pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, 

restoran dan wisata Desa, 

perdagangan logistik pangan, 

a. 

b 

c 

d. perikanan, 

e. peternakan, 

f. (industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, dan 

g. usaha ekonomi produktif lainnya. 

Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi 

produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa: 

a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian 

dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian 

berskala produktif, 

b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau 

industri rumahan, 

sarana dan prasarana pemasaran, 

» 
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sarana dan prasarana transportasi, 

e. sarana dan prasarana Desa wisata, 

Lan
g) sarana dan prasarana Desa digital, dan 

g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya. 

  

 



Pasal 64

(1) P elaksanaan  kegiatan Pem bangunan  Desa tan  pa m erugikan hak  

m asyarakat m iskin a ta s  a se t lahan  a tau  tan ah , ban g u n an  pribadi 

d a n /a ta u  tan am an  yang  ad a  d ia tasnya  yang terkena  dam pak  kegiatan  

P em bangunan  Desa.

(2) Kegiatan P em bangunan  Desa yang m enim bulkan  dam pak  bagi 

m asyarakat perlu  d ilak san ak an  dengan pem berian  gan ti kerugian yang 

layak dan  adil.

(3) Pem berian ganti kerugian yang layak dan  adil sebagaim ana dim aksud 

pada  ayat (2) d ilak sanakan  sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an  yang m engatu r m engenai pengadaan  tan ah  u n tu k  

kepentingan um um .

(4) P enen tuan  h a rg a  a ta s  lah an  a tau  tan ah  dalam  pera lihan  h ak  kepem ilikan 

dan  pem berian gan ti rugi d ite tap k an  sesu a i dengan harga pasar.

(5) P endanaan  yang d ib u tu h k an  dalam  ran g k a  perlindungan  hak  m asy arak a t 

m iskin sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) m enjadi bagian dalam  

kom ponen ren can a  anggaran  dan  biaya kegiatan.

Bagian Kedua 
P e laksanaan  Kegiatan 

Pasal 65

Kepala D esa m engkoordinasikan  p e laksanaan  kegiatan paling sedik it m eliputi :

a. rap a t kerja  p e lak san aan  kegiatan;

b. pengendalian  pe laksanaan  kegiatan;

c. p e ru b ah an  p e laksanaan  kegiatan;

d. penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian m asalah ;

e. pelaporan  hasil p e lak san aan  kegiatan;

f. pertanggungjaw aban  hasil pe laksanaan  kegiatan; dan

g. pem anfaatan  d an  keberlan ju tan  hasil kegiatan.

Pasal 66

(1) Kepala D esa m enyelenggarakan rap a t kerja p e laksanaan  kegiatan u n tu k  

m em bahas:

a. perkem bangan  p e laksanaan  kegiatan;

b. pengaduan  m asyarakat;

(1) 

(2) 

(4) 

(S) 

Pasal 64 

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak 

masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi 

dan/atau tanaman yang ada diatasnya yang terkena dampak kegiatan 

Pembangunan Desa. 

Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi 

masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang 

layak dan adil. 

Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan 

dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar. 

Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat 

miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam 

komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 65 

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi : 

a. 

T 
m 

0 
2
 £
 

(1) 

rapat kerja pelaksanaan kegiatan, 

pengendalian pelaksanaan kegiatan, 

perubahan pelaksanaan kegiatan, 

penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, 

pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan 

pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan. 

Pasal 66 

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk 

membahas: 

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan: 

b. pengaduan masyarakat, 

ee PARA 
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c. pe rm asa lah an , kendala, h a m b a ta n  d an  penanganannya;

d. target kegiatan  pada  ta h a p an  selan ju tnya; dan

e. p e ru b ah an  kegiatan.

(2) R apat kerja sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ilak sanakan  paling 

sedikit 3 (tiga) kali m engikuti perkem bangan  p e laksanaan  kegiatan.

(3) Kepala Desa d ap a t m en am b ah k an  agenda pem b ah asan  ra p a t kegiatan 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) sesua i dengan  k eb u tu h an .

(1) Kepala D esa m engendalikan  p e lak san aan  kegiatan Pem bangunan  Desa 

dengan ca ra  :

a. m em eriksa  d an  m enilai sebagian d a n /a ta u  se lu ruh  proses dan  hasil 

p e lak san aan  kegiatan  P em bangunan  Desa; dan

b. m elakukan  p em an tau an  dan  supervisi kegiatan  sesuai dengan 

karak teristik  d a n /a ta u  je n is  kegiatan.

(2) K husus kegiatan  in fras tru k tu r, pengendalian  d ilakukan  dalam  3 (tiga) 

ta h a p an  kegiatan penilaian dan  pem eriksaan  meliputi:

a. persiapan  p e lak san aan  kegiatan p ad a  kondisi fisik 0%  (nol persen);

b. perkem bangan  p e lak san aan  kegiatan pada  kondisi fisik 50%  (lima 

p u lu h  persen); dan

c. a k h ir  p e lak san aan  kegiatan  pada  kondisi fisik 100%  (se ra tu s persen).

(3) Pengendalian p e lak san aan  kegiatan sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

d an  ayat (2 ) d ap a t d iban tu  oleh tenaga  pendam ping profesional sesuai 

bidangnya.

(4) Tenaga pendam ping  profesional sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (3) 

m elaporkan hasil penilaian dan  pem eriksaan  kepada  Kepala Desa.

(1) Kepala D esa m engkoordinasikan  p e ru b a h a n  p e laksanaan  kegiatan 

P em bangunan  D esa m elalui M usyaw arah Desa.

(2) P erubahan  p e lak san aan  kegiatan  pem bangunan  di D esa sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) dalam  hal terjadi:

a. peristiw a k h u su s  seperti b en can a  alam , kebakaran , ban jir d a n /a ta u  

k e ru su h an  sosial;

b. kenaikan  harga  yang  tidak  wajar; d a n /a ta u

Pasal 67

Pasal 68

P/>

OPD

A

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

Cc. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya, 

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan 

e. perubahan kegiatan. 

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 

sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 67 

Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa 

dengan cara : 

a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, dan 

b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan 

karakteristik dan/atau jenis kegiatan. 

Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi: 

a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0Yo (nol persen), 

b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50Y6 (lima 

puluh persen), dan 

c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 10095 (seratus persen). 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai 

bidangnya. 

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa. 

Pasal 68 

Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan 

Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. 

Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi: 

a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau 

kerusuhan sosial, 

b. kenaikan harga yang tidak wajar, dan/atau 
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c. kelangkaan  b ah an  m aterial.

(3) P erubahan  p e lak san aan  kegiatan sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2), 

d ilakukan  dengan k e ten tu an  :

a. p en am b ah an  nilai pagu d an a  kegiatan  yang  d ite tapkan  dalam  APB 

D esa yang bersum ber dari sw adaya m asyarakat, b a n tu a n  p ihak  lain, 

d a n /a ta u  b an tu an  keuangan  dari pem erintah p u sa t, pem erin tah  

provinsi, d a n /a ta u  pem erin tah  k a b u p a ten /k o ta ;

b. tidak  m engganti je n is  kegiatan  yang d ite tapkan  dalam  APB Desa, 

kecuali jik a  kegiatan :

1. su d a h  tidak relevan dengan kondisi d an  k eb u tu h an  m asyarakat 

Desa; a ta u

2 . te rd a p a t peristiw a k h u su s  sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2) 

h u ru f  a.

c. tidak  m elan ju tkan  kegiatan sam pai pe ru b ah an  pe laksanaan  kegiatan 

d ise tu ju i oleh kepala  Desa.

(4) Dalam hal tim  Pelaksana  Kegiatan tidak  m enaati k e ten tu an  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (3), Kepala Desa d ap a t m enghentikan  proses 

p e lak san aan  kegiatan.

Pasal 69

(1) Kepala Desa m em im pin ra p a t kerja  u n tu k  m em bahas dan  m enyepakati 

p e ru b ah an  p e laksanaan  kegiatan yang d ituangkan  dalam  berita  acara .

(2) Berita aca ra  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) dilengkapi p e ru b ah an  

gam bar desain  dan  p e ru b ah an  ren can a  anggaran  biaya.

(3) P erubahan  pe laksanaan  kegiatan  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 

d ite tapkan  dengan K eputusan  Kepala Desa.

Pasal 70

(1) Kepala Desa m engoordinasikan  p en an g an an  pengaduan  dan  penyelesaian 

m asalah  m asyarakat dalam  pe laksanaan  kegiatan Pem bangunan Desa 

paling sedikit m eliputi keg iatan  :

a. penyediaan kotak pengaduan  m asyarakat;

b. m enganalisis pengaduan;

c. p ene tapan  s ta tu s  m asalah ;

d. p en an g an an  m asalah ; dan

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

c. kelangkaan bahan material. 

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilakukan dengan ketentuan : 

a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB 

Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, 

dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota: 

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, 

kecuali jika kegiatan : 

1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

Desa, atau 

2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a. 

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan 

disetujui oleh kepala Desa. 

Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 69 

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati 

perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan 

gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya. 

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 70 

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian 

masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa 

paling sedikit meliputi kegiatan : 

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat, 

b. menganalisis pengaduan, 

C. penetapan status masalah: 

d. penanganan masalah, dan 
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e. penyelesaian  dan  p enetapan  penyelesaian m asalah .

(2) Penanganan  pengaduan  dan  m asalah  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(1) be rd asa rk an  k e ten tu an  :

a. m enjaga k e rah asiaan  iden titas pelapor; dan

b. m engadm in istrasikan  b u k ti pengaduan .

(3) Penyelesaian m asalah  yang bersifat adm in istrasi dan tek n is  prosedural 

m au p u n  m asalah  pelanggaran  h u k u m  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(1) d ilakukan  b e rd asa rk an  k e ten tu an  :

a. m engu tam akan  penyelesaian m asalah  di tin g k a t Desa;

b. pe lak san a  kegiatan;

c. m enginform asikan  kepada m asy arak a t Desa perkem bangan  

penyelesaian m asalah ;

d. m elibatkan  m asy arak a t D esa dalam  penyelesaian  m asalah;

e. m engu tam akan  m usyaw arah  u n tu k  m ufakat dengan m em perhatikan  

kearifan lokal Desa; dan

f. m enyusun  berita  aca ra  hasil penyelesaian m asalah .

Pasal 71

(1) Kepala D esa bekerja sam a  dengan tim Pelaksana  Kegiatan, BPD d a n /a ta u  

u n s u r  m asyarakat D esa dalam  p en an g an an  penyelesaian m asalah  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 70 ayat (3).

(2) Dalam hal pe rm asa lah an  tidak  d ap a t d iselesaikan  secara  m andiri oleh 

Desa, Kepala Desa d a n /a ta u  BPD m elaporkan kepada B upati sesuai 

dengan k e te n tu an  P era tu ran  Perundang-U ndangan.

Pasal 72

(1) Tim Pelaksana  Kegiatan m en y u su n  dan  m enyam paikan laporan 

perkem bangan  pe laksanaan  kegiatan  setiap  b u lanan .

(2) Laporan perkem bangan  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

meliputi:

a. u ra ia n  kegiatan;

b. belanja biaya;

c. pencapaian  target w aktu  pe laksanaan ;

d. lokasi;

e. ju m lah  kelom pok sasa ran ;

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah. 

Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan ketentuan : 

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan 

b. mengadministrasikan bukti pengaduan. 

Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural 

maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan berdasarkan ketentuan : 

a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Desa: 

b. pelaksana kegiatan, 

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan 

penyelesaian masalah, 

d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah: 

e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan 

kearifan lokal Desa, dan 

f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah. 

Pasal 71 

Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau 

unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). 

Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh 

Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 72 

Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan. 

Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. uraian kegiatan, 

b. belanja biaya, 

Cc. pencapaian target waktu pelaksanaan, 

d. lokasi, 

e. jumlah kelompok sasaran, 

  

  

  

  

 



f. ju m la h  dan  jen is  tenaga kerja; dan

g. da fta r tim  Pelaksana  Kegiatan.

(3) Tim Pelaksana  Kegiatan m em asukan  laporan  perkem bangan pe laksanaan  

kegiatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) ke dalam  Sistem  Inform asi 

Desa.

(4) Kepala D esa m engesahkan  laporan  perkem bangan  pe laksanaan  kegiatan 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) dengan ca ra  m em bubuhkan  tan d a  

tan g an  elektronik.

(5) Laporan perkem bangan  p e laksanaan  kegiatan  sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (1) d isesu a ik an  dengan jen is  kegiatan  dan  tah ap an  penyaluran  

d a n a  kegiatan  yang d ituangkan  dalam  form at laporan  perkem bangan  

p e lak san aan  kegiatan  P em bangunan  Desa tercan tum  dalam  Lam piran VII 

yang m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  B upati ini.

Pasal 73

(1) Pem anfaatan  dan  keberlan ju tan  hasil P em bangunan  D esa d ilak sanakan  

dengan cara  :

a. m elakukan  p endataan  hasil kegiatan  pem bangunan  yang perlu  

d ilestarikan  dan  dikelola pem anfaatannya;

b. m em bentuk  kelom pok dan  m eningkatkan  k ap asitas  pem anfaa tan  dan  

keberlan ju tan  hasil kegiatan P em bangunan  Desa; dan

c. m engalokasikan anggaran  pem anfaatan  d an  keberlan ju tan  hasil 

pe laksanaan  kegiatan  Pem bangunan  Desa.

(2) K etentuan lebih lan ju t m engenai pem anfaa tan  d an  keberlan ju tan  hasil 

p e laksanaan  kegiatan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ia tu r  dengan 

P era tu ran  Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjaw aban Pelaksanaan  Kegiatan 

Pasal 74

(1) B erdasarkan  hasil laporan  tim  Pelaksana  Kegiatan sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 72 ayat (1), Kepala D esa m enyusun  dan  m enyam paikan 

laporan  pertanggungjaw aban p e lak san aan  kegiatan  Pem bangunan Desa 

dalam  M usyaw arah Desa.

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(1) 

f. jumlah dan jenis tenaga kerja, dan 

g. daftar tim Pelaksana Kegiatan. 

Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi 

Desa. 

Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda 

tangan elektronik. 

Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran 

dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 73 

Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan 

dengan cara : 

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu 

dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya: 

b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan 

keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa, dan 

c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil 

pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Desa. 

Bagian Ketiga 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 74 

Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa 

dalam Musyawarah Desa. 

“PARAFI”——”) 
PERAMICANG 

  

  

   



(2) Kepala D esa m enyam paikan pertanggungjaw aban  pe laksanaan  kegiatan 

pem bangunan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) dengan cara  

m em aparkan  laporan  p e lak san aan  kegiatan  pem bangunan  dan  

m em berikan tanggapan  a ta s  m asukan  peserta  M usyaw arah Desa.

(3) M usyaw arah D esa sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d iselenggarakan 

se tiap  ak h ir tah u n  anggaran .

(4) M asyarakat Desa m em berikan  tanggapan  d an  m asu k an  a ta s  laporan 

pertanggungjaw aban  p e lak san aan  P em bangunan  D esa sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2).

(5) BPD m enyusun  berita  aca ra  hasil M usyaw arah D esa pertanggungjaw aban  

p e laksanaan  kegiatan  P em bangunan  Desa.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 75

(1) Pem erintah D aerah m elalui perangkat d aerah  tekn is m elakukan  

M onitoring im plem entasi P e ra tu ran  B upati ini.

(2) M onitoring dan  Evaluasi d ilakukan  paling sedik it 2 (dua) kali dalam  

se tah u n .

(3) Hasil m onitoring sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), d ilaporkan  kepada 

Bupati m elalui Sekertaris D aerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 76

Pada sa a t P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku , P era tu ran  B upati Pohuw ato

Nomor 7 T ahun  2015 T entang  P etun juk  Teknis P enyusunan  Rencana

P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa Dan R encana Kerja Pem erintah D esa di

K abupaten Pohuw ato (Berita D aerah K abupaten Pohuw ato T ahun  2015 Nomor

7), d inyatakan  d icabu t dan  tidak  berlaku.

(2) 

(3) 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara 

memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

setiap akhir tahun anggaran. 

Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa. 

BAB VII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 75 

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis melakukan 

Monitoring implementasi Peraturan Bupati ini. 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 

setahun. 

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada 

Bupati melalui Sekertaris Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 76 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di 

Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 

7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

PARAF, 1   
PERBANCANG 

OPD 
3 . RUU ri   

     



Pasal 77

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  Peraturan  

B upati ini dengan Penem patannya dalam  Berita D aerah

D ite tap k an  di M arisa
p a d a  tanggal 26 Sep tm br2022

BUPATI POHUWATO,

D iundangkan  di M arisa
pada  tanggal 26 S e p tem b e r2022

SEKRETAR1S DAERAH 
KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2022 NOMOR ...3d

Pasal 77 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 26 Septwbr2022 

BUPATI POHUWATO, 

SAIPUL A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 26 September2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO, 

SKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2022 NOMOR ..31 

  

  

          

  

| PARAF KOORDINASI 
IKABID .Ppmy "(KEPALA Dimas Pimp (KABAMHUKUMLASISTEN PEMKESRA ASISTEN ...... sekba  IwaByi 

n ! 

LA | N / ' |           
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 31 TAHUN 2022 
TANGGAL : 26 S ep tem ber 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA
Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No. Bidang Nama Program / 
Kegiatan

Pem erintah /  Pemda 
Prov/Pemda Kab.

(Kementerian/OPD)

M endukung SDGs 
Desa Ke-

Tahun
Pelaksanaan

lx>kus Kegiatan 
(Dusun/RT/RW ) Volume Satuan Total Pagu Dana (Rp.)

a b c d e / 9 h i j

1 Pem erintah Desa

Penguatan Kapasitas 
Perangkat Desa Pemerintah (Kemendagri) 18 1,2 Desa 5 Orang Rp 5,000.000.00

2
Pem bangunan

Desa

Pem bangunan Jem batan Pemda Prov (PU) 9 3

3
Pem binaan

Kemasyarakatan

Pelatihan Kambtimas Pemda Kab IKesbangpol) 16 1,2.3.4.5.6

4
Pemberdayaan

M asyarakat

Pemda Kab (Distan) 8,10. 2

M engetahui Desa, Tanggal,

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

P A R A P

0 D
P E R A N C A N G

P U U

*
» ►

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 

  
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

                          
  

NOMOR :31 TAHUN 2022 
TANGGAL 26 September 2022 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT DAFTAR RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA 
Desa 

Kecamatan 

Kabupaten : 

Provinsi : 

| | | 
| | 

| 3 Nama Program / Fenjerntah/ Peradi Mendukung SDGs Tahun Lokus Kegiatan 
No. Bidang Kegiatan Prov/ Pemda Kab. Desa Ke- Pelaksanaan | (Dusun/RT/RW) Volume | Satuan | Total Pagu Dana (Rp.) 

(Kementerian/ OPD) 

a b c d e if g h i J 

| Pen Kapan | ab kaca 18 1,2 Desa 5 | Orang ' Rp 5,000,000.00 
| 1 | Pemerintah Desa Peangkat Das f 

Tr Pembangu 9 Pembangunan | embangunan Jembatan Pemda Prov (PU) 3 

| 2 Desa - 

| Peak Pelatihan Kambtimas Pemda Kab (Kesbangpol) 16 1,2,3,4,5,6 | 

3 Kemasyarakatan | 

Dombesiksksri — Pemda Kab (Distan) 8,10. 2 

| t Masyarakat 
| 

Mengetahui 8 Desa, Tanggal, 

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

  
  

PARAF   
PERANCANG 

PUU   

  
        2



J u d u l
Kolorn Diisi D engan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Nama Program / Kegiatan

d Pilih sa lah  sa tu  d a ri P em erin tah / Pem da Prov/ Pem da Kab. (Nama kem enterian/O PD )

e SDGs Desa ke

f T ahun  Pelaksanaan

9 Lokasi Kegiatan R T /R W /D usun

h Ju m lah  o u tp u t

i sa tu a n  o u tp u u t

j to tal anggaran  yang d ig u n ak an

BUPATI POHUWATO,

  Judul | Diisi Dengan 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Kolom 

a | Nomor Bidang 

b | Bidang 

c Nama Program/ Kegiatan | 

d | Pilih salah satu dari Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab. (Nama kementerian/OPD) | 

e SDGs Desa ke 

F Tahun Pelaksanaan 

g Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun 

h Jumlah output 

1 satuan outpuut 

j | total anggaran yang digunakan 
  

BUPATI POHUWATO, 

beBambaa AT. 
AIPUL A. MBUINGA 

  

  

  

    | | | | 
| | | | 

  

A.. PARAF KOORDINASI 
KABID PMP KEPALA Diwae Pwg. Iki pokum Mi | sela |wagup 

TP 1 PE #   
  

  

 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 31 TAHUN 2022 

TANGGAL : 26 S ep tem b er 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA TAH U N ..................

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

N
0

Bidang/ Jen is  Kegiatan

M endukung 
SDGs Desa 

Ke-

Data 
Eksi sting 

Tahun ke-0

Target Capaian Tahun 
ke-1-6

Praki 
raan  
Volu 
me & 
Satua 

n

Jum la 
h  dan 
Pihak 
peneri 

ma 
manfa 

at

W aktu Pelaksanaan ( 
Tahun ke-)

P rakira£ 

d a n  Si 

P em b

n B iaya

jm b e r

ayaan

(P o la  

Pelaks 

a n a a n  j 

S w ake l 

o la /  

K e rjasa  

m a 

A n ta r  

D e s a / 

K e rjasa  

m a 

P ihak 

K e tiga )

Bidang Nama Program / 
Kegiatan

1 2 3 4 5 6

Lokasi
(RT/RW/Du

sun)
1 2 3 4 5 6

Ju m la h

(Rp.)
S u m b e r

0 b c d e f h 1 j k / m n 0 P q r s t u V w X

a

b

Penvolenccaran c
1 Pem erintah d

Desa e
f
9 ___ —

P A R A F

O P D
=>E^A

P

CANG

IU

V,

LAMPIRAN II! PERATURAN BUPATI POHUWATO 

  

  

      

    
  

  

NOMOR 1:31 TAHUN 2022 

TANGGAL 26 September 2022 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA 

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN wscoo. 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

| | Prakiraan Biaya (Pola | 
| Target Capaian Tahun Waktu Pelaksanaan ( | Bidang/ Jenis Kegiatan | 8 . ia | Tahun tri dan Sumber Pelaks 

| | Pembiayaan anaan 

| | | | Par | | | Swakel 
. a | 

| Praki | dan | | ola/ | 
N | Mendukung Data Lokasi HA Pihak Kerjasa 
o | SDGs Desa Eksisting (RT/RW/Du Ka peneri ma 
: 2 | Ke- Tahun ke-0 sun) : ma Jumlah Ant 

i Nama Program/ Satua umla ntar 
Bidang Kegiatan 1 2 314 » si na 2 |1314|S1|6 (Rp.) Sumber Desa/ 

| Kerjasa 
| ma 

Pihak 

Ketiga) 

a b c d e f g|hl|i jik m n o p|g@l|ris EU v w x 

a | ki | 

b | 
| 

Penyelenggaran | € | | 
1 Pemerintah ' d | 

Desa 2 | Ea i — — 

f | ' f 
9 | | | Li g 

DARAF | 
opo PERANCANG 

  
  

  

    
  

  

  

  

  
                

                            
  

  

  

      

 



J

Jum lah  Per Bidang 1
a

b

c
Pem bangunan ^ 

Desa
e

1
9

-------------------------------------4

J u m lah Per Bidang 2

3

a

b

c

Pembinaan d
Kem asyarakata e

“  | /
9

! h

i
Ju nlah Per Bidarig 3

4

a

Pem berdayaan b
m asyarakat | c

! d
Jum lah  Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

M engetahui D isusun Oleh

Kepala Desa K etua Tim Penyusun RPJM Desa

— 

    

Pembinaan 
3| Kemasyarakata 

n 

Jumlah Per 
  

4 Pemberdayaan 
masyarakat 

Jumlah Per Bidang 4 

JUMLAH TOTAL   
Desa, Tanggal, 

Mengetahui Disusun Oleh 

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

  
PARAFI 

Pr Sab BF Tekan 
  

  

         



k

J u d u l Kolom Diisi Dengan
a Nomor B idang
b Bidang
c Penom oran Kegiatan
d N am a Program  /K egiatan
e SDGs D esa ke

f D ata eksisting  (pada ta h u n  berjalan) te rka it SD Gs D esa yang d isa sa r  oleh p rog ram /keg ia tan
g Target C apaian  ta h u n  ke 1
h Target C apaian  ta h u n  ke 2
i Target C apaian  ta h u n  ke 3

___  _ 1 __ ___ Target C apaian  ta h u n  ke 4
k Target C apaian  ta h u n  ke 5
l Target C apaian  ta h u n  ke 6

m Lokasi kegiatan  R T /R W /D usun
n ju m la h  o u tp u t dan  sa tu an
0 Ju m la h  d a  p ihak  penerim a m anfaat

i____________ J? ___ w aktu  p e lak san aan  tah u n  ke 1 (isi dengan centang)

1_____________ g w aktu  p e lak san aan  ta h u n  ke 2 (isi dengan centang)
r w aktu  p e lak san aan  tah u n  ke 3 (isi dengan centang)
s w aktu  p e lak san aan  ta h u n  ke 4 (isi dengan centang)
t w aktu  p e lak san aan  tah u n  ke 5 (isi dengan centang)
u w aktu  p e lak san aan  ta h u n  ke 6 (isi dengan centang)
V Ju m la h  biaya
IV S um ber biaya (PA D es/D D /A D D /BH PD -RD /B K Prov/BK K ab/lain-lain)
X sw akelo la /K erjasam a A ntar D esa /K eijasam a p ih ak  ketiga

BUPATI POHUWATO,

  | Judul Kolom | | — Diisi Dengan 
  Nomor Bidang 

Bidang 
J L 
l | 

  Penomoran Kegiatan 
  Nama Program/Kegiatan 
  SDGs Desa ke 
  | Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan 
  Target Capaian tahun ke 1 
    Target Capaian tahun ke 2 
  Target Capaian tahun ke 3 
  Target Capaian tahun ke 4 
  Target Capaian tahun ke 5 
  Target Capaian tahun ke 6 
  Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun 
    — jumlah output dan satuan 
  — Jumlah da pihak penerima manfaat 

| waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang) 
      waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang) 
  | waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang) 

| waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang) 
| waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang) 
  | waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang) 
    | Jumlah biaya en 

Sumber biaya (PADes/DD/ADD/ BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain) 
  RI

S 
SI
S 
(
s
j
a
 
(5

 
la

 f
e 

fo
 J

a 
Ja
 (
—J
ar
f3
. 

Im
 

Pa
rk
a 
S
e
l
o
 
J
a
l
a
 
(
o
l
e
 

  swakelola / Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga 

BUPATI POHUWATO, 

    

   
AIPUL A. MBUINGA 

|  PARAF KOORDINASI | 
KABID ,RMp KEPALA Dimas Prih YP Tan ASISTEN .. LA waguP | 

La Pa xA 

  

  

  

    
        
  

  
 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 31 TAHUN 2022 

TANGGAL : 26 S ep tem ber 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS F’EREN CANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG 
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA 

BERITA ACARA

B erkaitan dengan p e lak san aan  keg ia tan ........................  Di D esa.......K ecam atan............
K abupaten ..................... Provinsi................... p ada  :
Hari d an  Tanggal : ....................................................
Ja m  : ....................................................
Tem pat : ....................................................
Telah d ilakukan  keg ia tan ..............................................., yang telah  dihadiri oleh wakil-wakil
kelom pok, d u su n  dan  tokoh m asyarakat, se rta  u n s u r  lain yang te rk a it Desa sebagaim ana 
te rcan tu m  dalam  dafta r h ad ir terlam pir.
M ateri yang d ibahas, se rta  yang b e rtin d ak  selaku  u n su r  pim pinan rap a t dan  n a ra su m b er
dalam  m em bahas keg ia tan .......................adalah  :

A. Materi

B. P im pinan M usyaw arah dan  N arasum ber 
Pim pinan M usyaw arah 
Notulen 
N arasum ber

U nsur Peserta

..................................................... d a ri.......................................
....................................................d a r i .......................................
1 ................................................ d a ri........................................
2  ................................................d a r i .......................................
3  ................................................d an  se terusnya

:1 .................................................. d a r i .......................................
2  ................................................d a ri........................................
3  ................................................d an  se te ru snya

Setelah d ilakukan  p em b ah asan  dan  d iskusi, se lan ju tnya  se lu ruh  peserta
m u sy aw arah ........................m enyepakati beberapa  hal yang  berke te tapan  m enjadi
k esep ak a tan  ak h ir dari m u sy aw arah ....................................ya itu  :
1............................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................
K epu tusan  diam bil secara  m usyaw arah  m u fak a t/a k la m as i dan  p em ungu tan  su ara /v o tin g . 
Dem ikian berita aca ra  ini d ib u a t d an  d isah k an  dengan p en u h  tanggungjaw ab agar dap t 
d ipergunakan  sebagaim ana m estinya.

.................... ,T anggal,  ,......... ,
Kepala Desa

Ketua BPD

(•
Wakil M asyarakat

(•

(•

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR : 34 TAHUN 2022 
TANGGAL : 26 Beptember 2022 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG 

PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA 

BERITA ACARA 

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan................... Di Desa...... Kecamatan......... 
Kabupaten. aer ini pantat PO villa 201i pada : 
Hari dan Tanggal 3: 1 NakanDan andai ga kAMa We EN ab abh aa 

Jam mung was adu Runasla na aka ana Ka 

Tempat DI anana abad ae Hae an bg meap Glen NU ak 

Telah dilakukan kegiatan.........ioocoo oo. ooooooroo , yang telah dihadiri oleh wakil-wakil 
kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana 
tercantum dalam daftar hadir terlampir. 
Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber 
dalam membahas kegiatan.................. adalah : 

. Materi 
"enwanenanauuuaanaaunanaaeuaananaaaaanaa ana ranananuanaan uu naa nun aa anakan akun aa anu naa an aa aa KANAN RAK KA ARK KAK RR R RAN AKAN ARA KARENA 

. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 

Pimpinan Musyawarah. Seeansaomonoeitrisean ii ikaasasi BNN pai ena asu 
Notulen One e ama aan eniusnsl Ati aan 

Narasumber Del era Aa besi mainan mag Ba KAN karna kene esa Naa 
LN KN In INN GAP hap ha knsii inens niatan 
uang dasak mes akan pan TEA ON dan seterusnya 

Unsur Peserta AG Pa an NA RA TA AA KAPAN Kek 
PN an Na Aa PAN PN MAAN Massa eanaraa ka sama ana Gagah 
ab bae bana an bea aan pe Pia aa UIN dan seterusnya 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta 
musyawarah.............. menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi 

kesepakatan akhir dari musyawarah... yaitu : 
NS LN ERAE KANAL AKAN TNN TAN ENI EKA RN LEE ERA ANaa DENNUUT MAAN KOS AA SNN AE AS 
2 eta mana ae en BE baba ai KEMKKAE PA BN OGEA Bun GAN ANA In Ka KaNA Ken aka Ma kana KAK Na kk ane N Un Bana 
TN TELAK NA ARENA Ia BARA PO AS ha hhn # EA MA RAYA DAS ME kaON AB DN ORA NGN Oa SEN KEREN AIR Oak bipa SA ARB SE KRGKSA 
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapt 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

kemaBP. 0 
Pe aN Aya 

Wakil Masyarakat 

BUPATI POHUWATO, 

mna Ao 
AIPUL A. MBUINGA 

  

  

  
  

  

 ANRAF KOORDINASI 
KABID ...pmp KEPALA Dwag PMD (kapak Hukum (asisten p PN De waByb 

V2 PA 
PN f 

          
  

 



B. OUTLINE PENYUSUNAN RPJM Desa.

BAB I PENDAHULUAN
a La ta r  belakang
b L andasan  H ukum
c T ujuan

BAB II PROFILDESA
a Legenda dan  Sejarah  Desa
b Kondisi um um  D esa
c SOTK Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
a Sosialisasi
b P endataan  Desa
c M usrenbang Desa
d M usyaw arah Desa P em bahasan , P enetapan  dan  Pengesahan RPJM 

Desa
BAB IV VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH 

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN 
INDIKATIF

a Visi
b Misi
c Arah Kebijakan Pem bangunan  Desa
d Arah K ebijakan K euangan Desa
e Program  dan  Kegiatan Indikatif

BAB V PENUTUP
LAMPIRAN - 
LAMPIRAN

• FORMAT RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA
• FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
• FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM 

MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

• Lam piran SK Tim P enyusun  RPJM Desa
• UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
• NOTULENSI MUSYAWARAH
C FOTO KEGIATAN /  FOTO DESA (MUSRENBANGDESA, MUSDES)

BUPATI POHUWATO,

B. OUTLINE PENYUSUNAN RPJM Desa. 

  

  
  

  
  

  

  

|BABI | PENDAHULUAN Pn an ena an ai 
Ban a | Latar belakang Sa — Ki 

b | Landasan Hukum Tn - | 
c | Tujuan “1 

"BAB II PROFIL DESA - “5 
  

  

a | Legenda dan Sejarah Desa 

|... hb) Kondisi umum Desa 
c | SOTK Desa 

| BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 
a | Sosialisasi 
b | Pendataan Desa 
c | Musrenbang Desa 1 
d | Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM 

Desa 

BAB IV VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH : 
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN 

| INDIKATIF Pm Ing ka 
Visi | Nan 25 
Misi 
Arah Kebijakan Pembangunan Desa 
Arah Kebijakan Keuangan Desa 
Program dan Kegiatan Indikatif 

| BAB V PENUTUP 
LAMPIRAN 

LAMPIRAN 

    

  

  

    

    

  

    

    

  

    

Pa 

o
|
e
l
o
 

c
I
p
 

  

1 

    

«| FORMAT RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA “ 
@ | FORMAT RANCANGAN RPJM DESA 

e | FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM 
MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA 

    

    

  

e | Lampiran SK Tim Penyusun RPJM Desa 

«| UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH 

» | NOTULENSI MUSYAWARAH ' Na Kd 

C| FOTO KEGIATAN / FOTO DESA (MUSRENBANGDESA, MUSDES) 

  

  

          
  

BUPATI POHUWATO, 

Mita K 
AIPUL A. MBUINGA 

  

  

  

| SSRAF KOORDINASI 
KABID,.PIMD—— IKEPALA..Dowas PMP (KABAG HUKUM JASISTEN PEMKESRA (ASISTEN ,, sekba Iwasyp 

AP HT AG (N— 
                  

 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 31 taHUW 2022 
TANGGAL : 26 S ep tem ber 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No. Bidang
Nama Program / 

Kegiatan

Ju m lah  dana indikatif (Rp.)

P.ADes
D ana Desa 

IAPBN)

Alokasi D ana Desa 
(bagian dana 

perim bangan kab.

D ana bagian dari 
hasil pajak  dan 

retribusi

ban tuan  keuangan
Sum ber keuangan lainva yang 

sah dan  tidak mengikatAPBD Provinsi APBD Kab.

a b c d e / 9 h i j

1
Pe nyelenggar an 
Pem erintahan 

Desa - -

2
Pelaksanaan

Pem bangunan
Desa

*

3
Pembinaan

Kemasyarakatan

4
Pemberdayaan

M asyarakat

M engetahui Desa, Tanggal,
Kepala D esa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

P A R A F

O P D
J C A N G

J U  _

A J -

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR: 34 
TANGGAL 

ht. TAHUN 

ZO September 2022 
2022 

    

            

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

          
                
  

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA 

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA 

Desa 

Kecamatan 
Kabupaten 
Provinsi 

Jumlah dana indikatif (Rp.) 

$ Nama Program/ . , , . 
No: Perang Kegiatan PADes Dana Desa AN nd ana” | aa Sa an Penadan benang Sumber keuangan lainya yang 

(APBN) perimbangan kab. Pagi APBD Provinsi | APBD Kab. sah dan tidak mengikat 

a b c d e f g h i j 

Penyelenggaran 
1 Pemerintahan 

Desa 

Pelaksanaan | st 
2 Pembangunan 

Desa 

3 Pembinaan 
Kemasyarakatan 

2 Pemberdayaan - 

Masyarakat 

Mengetahui Desa, Tanggal, ng 

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

  
  

PARAF | 
  

P G Opo E CAN 

  

       



Ju d u l Kolom
i

Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Nama P rogram / Kegiatan

d Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yang  d idana i d a ri PADes (Rp.)

e Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yang  d idanai dari DD (Rp.)

f Ju m la h  biava program  /k eg ia tan  yang  d idana i dari ADD (Rp.)

9 Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yan g  d id an a i d a ri BPHD-RD (Rp.)

h Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yan g  d idana i dari BKProv (Rp.)

i Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yang  d id an a i dari BKKab. (Rp.)

j Ju m la h  biava p rog ram /keg ia tan  yang  d id an a i dari lain-lain  (Rp.)

BUPATI POHUWATO,

  
Judul Kolom | Diisi Dengan 

  

  

  

  

  

  

  

      
    

  
  

  

r 

| | 
|. a Nomor Bidang | 

| b Bidang | 
| Cc Nama Program/ Kegiatan 0 

| d Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.) 0 

|. e Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari DD (Rp.) | 

I 25 f | Jumlah biaya program /kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.) 

| g Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BPHD-RD (Rp.) 

ke 0... h Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp.) 

L i — Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BKKab. (Rp.) La 

j Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.) | 
        

BUPATI POHUWATO, 

   
SAIPUL A. MBUINGA 

    

  

  

  

    

PARAF KOORDINASI 
KABID...PMP— (KEPALA..Divwes PIN (KASI HUKUMJASISTEN PENIKESRA ASISTEN AM... | SEMDA (WABUP AI         
Ar A AM Lal  



i

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR : 31 TAHUN 2022 

TANGGAL : 26  S ep tem ber 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RKP DESA

Desa

Kecamatan

K abupa ten

Provinsi

No.

B idang/ Jen is  Kegiatan
M endukung 
SDGs Desa 

Ke-

Data 
Eksisting 

T ahun ke- 
0

Target 
Capaian 

T ahun 20....
Lokasi Volume

&
Satuan

penerim a
m anfaat

Waktu
Pelaksanaan

Biaya dan 
Sumber 

Pembiayaan Pola Pelaksanaan (Swakelola/ 
Keijasam a Antar Desa/ 
Kerjasama Pihak Ketiga)Bidang

Nama
Program/
Kegiatan

Jum lah
(Rp.) Sumber

a b c d e f <7 h i / k 1 m n

1 Penyelenggaran 
Pem erintah Desa

a

b

c

d ___________
Jum lah  Per Bidang 1

2 Pem bangunan
Desa

a

b

c

d

Jum lah  Per Bidang 2

3 Pem binaan
Kemasyarakatan

a

b

c

d

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 

TANGGAL 
31 TAHUN 2022 

26 September 2022 
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT RANCANGAN RKP DESA 

  

  

  

  

  

  
  

      
  

  

        
    
  

  

  
                    

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

| n | | Biaya dan 
| Bidang/ Jenis Kegiatan Data | | Sumber 

| Mendukung Eksisting Target - 'Tawataas | Waictu Pena Pola Pelaksanaan (Swakelola / 
No. j N SDGs Desa Tati loo Capaian Lokasi & penerima | bejaksanaan | Kerjasama Antar Desa/ 

' Ne Ke- Tahun 20.... manfaat | | Jumlah | | Kerjasama Pihak Ketiga) 
Bidang Program/ 0 Satuan (Rp) Sumber | 

bh Kegiatan | | | | PJ) | 

a | b si — 3. | e f | g h | i | j k | CE. Ta n 

| a| | | L 
| | Penyelenggaran | b L. | | 

| Pemerintah Desa | « | | 

| | d | 2 | 
| Jumlah Per Bidang 1 

— | | 2 T 
2 Pembangunan | b | 

| Desa c | 
| 

| d 1 | | | 
Jumlah Per Bidang 2 | | 

T . | T i 

3 | Pembinaan b | 
Kemasyarakatan | c | | L 

| d | | | | |         
  

  

PARA i 

PERANCANG 
  

OPD 
  — 

        

  
 



i

—

4 Pemberdayaan
m asyarakat

a

b

c

d

JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

M engetahui Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa

J u d u l Kolom Diisi Dengan

a Nomor B idang

b Bidang

c nom or

d su b  bidang

e Nama Program /K egiatan

f Lokasi keg iatan  R T /R W /D usun

9 ju m la h  o u tp u t d an  sa tu a n

h ju m la h  b iava yang  d ikeluarkan

"————— 

  

| 

Pemberdayaan 
masyarakat 

Mengetahui 

Kepala Desa 

  

JUMLAH TOTAL 

Desa, Tanggal, 

Pelaksana Kegiatan 

    

  | 

Judul Kolom | Diisi Dengan 

    
  

  
  

    
  

  

  

      

| a Nomor Bidang 

| b Bidang | 

Cc nomor 
| 

d | sub bidang 
| 

| € | Nama Program/ Kegiatan 
| 

| f Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun | 

g jumlah output dan satuan 
| 

h jumlah biaya seng dikeluarkan | 

  

  

PARAFI 
  

OPD 
PE 

  

      

CANG 

 



—

1 Ju m la h  biaya
m S um ber biaya (PA D es/D D /A D D /BH PD -RD /B K Prov/BK K ab/lain-lain)
n sw akeloIa/K erjasam a A ntar D esa /K erjasam a p ihak  ketiga

BUPATI POHUWATO,

AIPUL A. MBUINGA

  

  

  Jumlah biaya 
  

  3 
3|
- 

—. | Sumber biaya (PADes/DD / ADD /BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain) 

| swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak ketiga 

BUPATI POHUWATO, 

“4 
AIPUL A. MBUINGA 

  

  

    

    T 1 | 

| | | : 

PARAF KOORDINASI | 
|KABID PMP ah pp UKUM JASISTEN PAMKESRA |ASISTEN ,A... | 4 al 

        

L
I
L



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 31 TAHUN 2022 

TANGGAL : 26  S ep tem b er 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN 
BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN :......................................................

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.
Bidang/ Jen is  Kegiatan M endukung 

SDGs Desa 
Ke-

D ata Eksisting 
Tahun ke-0

Target
Capaian
Tahun
20....

Lokasi
Volume

&
Satuan

penerima
m anfaat

W aktu
Pelaksanaan

Biava dan 
Sum ber 

Pembiayaan

Pola Pelaksanaan 
(Swakelola/ 

Keijasama .Antar 
D esa/ Kerjasama 

Pihak Ketiga)
Jum lah

(Rp.)
Sum berBidang Nama Program/ 

Kegiatan
a b c d e f 9 h i j k / m n

1
Penyelenggaran 

Pem erintah Desa

a
'

b

c

d
Jum lah  Per Bidang 1

2
Pem bangunan

Desa

a

b

c

d .__________
Ju m lah  Per Bidang 2

3
Pembinaan

Kemasyarakatan

a

b

c

d
parapI

O P D
perAjcamg

L
1

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR : 341 TAHUN 2022 
TANGGAL: 26 September 2022 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 
  

A.  FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
      
  

  

  

      

BERIKUTNYA 

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA 
TARUNG ii Ko orange 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

| Tengok | Biaya dan Pola Pelaksanaan | 
Bidang/ Jenis Kegiatan | Mendukung | Data Eksisting Capaian » Malaka | | Wal Sumber f (Swakelola/ 

No. | SDGs Desa Lokasi | penerima | | Pembiayaan Kerjasama Antar | 
: Tahun ke-0 Tahun | 8 | Pelaksanaan 23 

Bidan | Nama Program/ Ke- | 20 | San manfaat | | Jumlah dambor Desa/ Kerjasama | 

| | ang Kegiatan | | 2 (Rp) | Pihak Ketiga) 
tai b £ d | & f g h i j Tik 1 Tk m n 

| a | 

| 
LA 

| | | Penyelenggaran b 
| Pemerintah Desa | c 

d 

Jumlah Per Bidang 1 —J 

a ——| 

Pembangunan b 

: D esa c 

d 

2 - 0 Jumlah Per Bidang 2 0. P3 
! ! 

5 Pembinaan b | 
Kemasyarakatan | c 

d                           
  

  

  

  

      

 



Jum lah  Per Bidang 3

4
Pemberdavaan

m asyarakat

a

b

c

d
Jum lah  Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

Mengetahui D isusun Oleh

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

J u d u l Kolom Diisi D engan

a Nomor B idang
b Bidang^
c Penom oran Kegiatan
d Nama Program /K egiatan
e SDGs D esa ke

J D ata eksisting  (pada ta h u n  berialan) te rka it SD Gs D esa yang d isasa r oleh p ro g ram /keg ia tan

9 Target C apaian  ta h u n  ak h ir ta h u n  p e la k sa n aa n  RKP Desa
h Lokasi keg iatan  R T /R W /D usun
i ju m lah  o u tp u t dan  sa tu an

j Ju m la h  dan  p ih ak  penerim a m anfaat
k tan g g a l/b u la n  p rak iraan  p e lak san aan

P A R A F X

O P D
p e r J J j c a n g

N r :
i

Pemberdayaan 
masyarakat 

Mengetahui 

Kepala Desa 

Jumlah Per 

Jumlah Per 4 
  

JUMLAH TOTAL 

Desa, Tanggal, 

Disusun Oleh 

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

  

  

Judul Kolom Diisi Dengan 
  

Nomor Bidang 
  

Bidang 
  

Penomoran Kegiatan 
Nama Program /Kegiatan 
  

SDGs Desa ke 
  

Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan 

Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa 
  

Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun 
  

jumlah output dan satuan 
  

Jumlah dan pihak penerima manfaat 
    a

l
a
s
 

k
o
 
S
o
 

J
a
j
o
 

I
w
a
 

  tanggal/ bulan prakiraan pelaksanaan 
  

  
4 

PARAF   
PERANCANG 

  

      

 



I

j Ju m lah  dan pihak penerim a m anfaat
k tanggal/bulan  prakiraan pelaksanaan
l Ju m lah  biaya

m Sum ber biava (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
n swakelola/K eijasam a Antar D esa/K eijasam a pihak ketiga

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

Desa

Kecamatan 

Proton si

SDGs Ke- No Usulan Kegiatan Pengusul Lokasi Kegiatan Prakiraan Volume 
dan Satuan

Penerima m anfaat
LK PR RTM

a b c d e f h i

1

1
2
3
4

2

1
2
3
4

3

1
2
3
4

ke-n

1
2
3
4

P A R A F  .

O P D
P E R A rlC A N G  j

f t /

1  J

  

  

    

      
  

| j | Jumlah dan pihak penerima manfaat 

k tanggal/ bulan prakiraan pelaksanaan 

l Jumlah biaya 

m | Sumber biaya (PADes/DD/ADD/ BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain) | 
| n | swakelola / Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga 0 
  

B.  FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA 

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA 

Desa 

Kecamatan 

Provinsi 

3 2 aah Prakiraan Volume Penerima manfaat 
Usulan Kegiatan Pengusul Lokasi Kegiatan Tan Saka Ja : PR PTM 

& d e h i 

2 o 

b 
1 

2 

3 
4 

1 

2 

3 
4 

1 

2 
3 
4 

1 

2 

3 N 

  

  

PARAF , 
  

OPD 

"NW 3 

     



1

18

1
2
3
4

M engetahui Desa, Tanggal,

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Ju d u l Kolom Diisi Dengan

a SDGs D esa ke

b nom or Kegiatan

c N am a u su lan  kegiatan

d Pengusu l (Perw akilan/K elom pok m asy arak a t/lem b ag a /in d iv id u /d ll)

e Lokasi Kegiatan R T /R W /D usun

f Ju m la h  o u tp u t dan  sa tu a n

9 ju m la h  penerim a m anfaat laki-laki

h ju m la h  penerim a m anfaa t perem puan

I ju m la h  penerim a m anfaa t RTM

  

     

  

18 

am — 
Desa, Tanggal, 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Mengetahui 

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

( ) (ee an , 

| Judul Kolom | Diisi Dengan | 

SDGs Desa ke | 

nomor Kegiatan a) 

c | Nama usulan kegiatan | 

| d | Pengusul (Perwakilan / Kelompok masyarakat/ lembaga /individu/ dll) 

e | Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun 

Fu Jumlah output dan satuan 

g jumlah penerima manfaat laki-laki 

h jumlah penerima manfaat perempuan 

I jumlah penerima manfaat RTM     
  

-—
 

  

PARAF 4 

PER, G 
  

OPD 
  

      | e



C. FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENC.ANA KERJA SAMA ANTAR DESA 
TAHUN:................................................

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.

Bidang/ Je n is  Kegiatan

M endukung SDGs 
Desa Ke- Lokasi Prakiraan Volume & 

Satuan
Penerima
m anfaat

Prakiraan biaya yang 
ditanggung desa

Prakiraan biaya yang 
ditanggung desa lain

Bidang Nama Program / 
Kegiatan

Jum lah
(Rp.) Sum ber Jum lah

(Rp.) Nama Desa lain

a b c d e / 9 h i J / m

1 Penyelenggaran 
Pem erintah Desa

1
2

3

4

Ju m lah  Per Bidang 1

2 Pem bangunan
Desa

1
2

3

4

Jum lah  Per Bidang 2

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

1

2

3

4
1

P A R A F

C.  FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA 

DAFTAR RENCANA KERJA SAM: A ANTAR DESA 

  

  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

| | | “| 2 ni aa Prakiraan biaya yang Prakiraan biaya yang | | Bidang/ Jenis Kegiatan ditanggung desa ditanggung desa lain | 
No Mendukung SDGs kesiani Prakiraan Volume & Penerima | 

4 Desa Ke- Satuan manfaat 0 

: | Nama Program / Jumlah Jumlah : 
Bidang | Kegiatan (Rp-) Sumber (Rp) Nama Desa lain | 

| a b 0 c d e f g h 1 j 1 m ' | 

| £ | 
1 Penyelenggaran | 2 | 

| Pemerintah Desa | 3 | 

: - 
L Jumlah Per Bidang 1 | 

| 1 | 
| 2 Pembangunan 2 | 

1 | Desa 3 

fa |4 3 
Jumlah Per Bidang 2 

3 Pembinaan 2 | 
Kemasyarakatan | 3 

4 |                           

  

  

  

       



Jum lah  Per Bidang 3

4 Pem berday aan  
m asyarakat

1

2

3

4

Jum lah  Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

Mengetahui D isusun Oleh

Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa

1----------------------- --
Ju d u l Kolom Diisi Dengan

a Nomor B idang
b Bidang
c u ru ta n  p rio ritas program
d Nam a Program /K egiatan
e SDGs D esa ke

1________L Lokasi keg ia tan  R T /R W /D usun

9 ju m la h  o u tp u t d an  sa tu an
h Ju m la h  dan  p ihak  penerim a m anfaa t
i Ju m la h  b iaya yang d ike luarkan  desa  (Rp.)

j S um ber b iaya (PA D es/D D /A D D /BH PD -RD /B K Prov/BK K ab/lain-lain)
k Ju m la h  biaya yang d ike luarkan  desa  lain  (Rp.)
l n am a d esa  lain.

  

    

  

  

              
              
  

  

  

  

    
  

  

m
a
m
 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    

- h Jumlah Per Bidang 3 | Na 
| Tai 

4 Pemberdayaan 2 
masyarakat 3 

4 

Jumlah Per Bidang 4 

JUMLAH TOTAL | | 0 

Desa, Tanggal, 

Mengetahui Disusun Oleh 

Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa 

( jt ) 

| “Judul Kolom | Diisi Dengan 

a Nomor Bidang ) 
b Bidang 
g urutan prioritas program 

| d Nama Program/ Kegiatan 
| e SDGs Desa ke 

| f Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun 

g jumlah output dan satuan 

h Jumlah dan pihak penerima manfaat 
i Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.) 

| j Sumber biaya (PADes/DD/ADD/ BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain) 

k Jumlah biaya yang dikeluarkan desa lain (Rp.) 

l | nama desa lain. 

PARAF 

Opo Tg RI 

  

        

  
 



J

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 
TAHUN:..................................

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.

Bidang/' Je n is  Kegiatan
M endukung SDGs 

Desa Ke- Lokasi
Prakiraan 
Volume 8s 

Satuan

Penerima
m anfaat

Prakiraai
ditang

i  biaya yang 
?ung desa

Prakiraan biaya yang ditanggung 
pihak ketiga

Bidang Nama Program/ 
Kegiatan

Jum lah
(Rp.)

Sum ber Jum lah
(Rp)

nam a pihak ketiga

0 b c d e <2__ h i / i 771

1 Penyelenggaran 
Pem erintah Desa

1

2

3

4

Ju m lah  Per Bidang 1

2 Pembangunan
Desa

1

2

3

4

Jum lah  Per Bidang 2

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

1
'

2

3

4

P A R A F

O P D
A

S E F J ICANG

i u _____

A . '

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

  

  

  

  

  

  
  

                  
  

  

  

  

            
  

          
                      
  

  

  

  

TARUUN senar nine renans ne 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

: TPS Prakiraan biaya yang | Prakiraan biaya yang ditanggung 
Hide eni begatan Prakiraan : aa ditanggung desa | pihak ketiga 

Mendukung SDGs 5 Penerima 
No. : Lokasi Volume & 

Bidang Nama Program / Desa Ke- Gan manfaat Jumlah Siabas Jumlah | nama pihak ketiga 
Kegiatan 

(Rp.| (Rp) 
a b c d e Ff g h i j 1 m 

1 

1 Penyelenggaran | 2 
Pemerintah Desa | 3 | 

| 

4 | 1 1 | 2 

Jumlah Per Bidang 1 

| oi | 2 Pembangunan 2 | — 
| Desa 3 | 

| 4 | | 
| | 

Jumlah Per Bidang 2 

| 1 | — 
22 

3 Pembinaan 2) | 
| Kemasyarakatan | 3 | | 

| NA 
— | ti | 

pARAr J 
opo TPeraicana 

       



Jum lah  Per Bidang 3

4 Pemberdayaan
m asyarakat

1

2

3

4

Jum lah  Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

Mengetahui D isusun Oleh

Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa

Ju d u l Kolom Diisi Dengan

a Nomor B idang

b Bidang

c u ru ta n  p rio ritas program

d Nam a Program /K egiatan

e SDGs D esa ke

P A R A F

O P D
P E R A I

P

C A N G

M J

P i -

  

Jumlah Per Bidang 3 

  

    

  
  

            
  

              
  

| b 
| Pemberdayaan | 2 AS. aa 
| masyarakat | 3 

| 5 

| | N | Na 
Jumlah Per Bidang 4 

JUMLAH TOTAL | 
Desa, Tanggal, 

Mengetahui Disusun Oleh 

Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa 

  

Judul Kolom Diisi Dengan 

  

    

  

  
  

    

a Nomor Bidang 

Bidang Tn 1 

c urutan prioritas program 

d Nama Program/ Kegiatan — 0 1 

e SDGs Desa ke   
    

  
  

PARAF |   

OPD 
PE CANG 

pg   

  k 
     



/ Lokasi kegiatan  R T /R W /D usun

9 jum lah  o u tp u t dan  sa tu an

h Ju m la h  dan  pihak penerim a m an faa t

i Ju m la h  biaya yang d ik e lu ark an  desa  (Rp.)

J S um ber biaya (PA D es/D D /A D D /BH PD -RD /B K Prov/BK K ab/lain-lain)

k Ju m lah  biaya yang d ikeluarkan  p ih ak  ketiga (Rp.)

l n am a pihak  ketiga

BUPATI POHUWATO,

  

| Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun 
  

SS
 
|a
A 
|
»
 

(jumlah output dan satuan 
z 

Jumlah dan pihak penerima manfaat 
  

Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.) 
    Sumber biaya (PADes/ DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain) | 

Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp.) 
  

| 
—
 

| 
) 

1 
| 

ea
 

P
i
 

ta
u,

 

nama pihak ketiga     
  

BUPATI POHUWATO, 

AIPUL A. MBUINGA 

  

PARAF KOORDINASI 
  

KABID ..PMD KEPALA.D VX PMP: KABAS HUKUM ,ASISTEN PEMKESRA! ASISTEN ...4.... 
| |   

    WA      
  

  

| 

YAN 
N



. . . .  ------- ■ « - .  --, - — ------ ■

7. D aftar R ancangan  RKP D esa T ahun  se lan ju tnya
8 . D aftar RKP D esa T ahun  se lan ju tnya  yang sudah  

d ite tapkan  pada  T ahun  berjalan
9. D aftar Kegiatan Prioritas Skala D esa T ahun se lan ju tnya
10. D aftar U sulan  RKP Desa ke Pem da dan  Pem erintah
11. D afta r/P rio ritas/K eg ia tan  yang d ikerjasam akan  

dengan D esa Lain
12. D afta r/P rio ritas/K eg ia tan  yang d ikerjasam akan  

dengan Pihak Ketiga
13. Lam piran R encana Kegiatan dan  R encana Anggaran 

Biaya (RAB)
14. Berita A cara p ene tapan  RKP Desa
15. Lam piran SK Tim P enyusun  RKP Desa
16. Lam piran D aftar H adir M usyaw arah RKP D esa
17. T im eline/Jadw al/R K T L  T ahapan  RKP Desa

BUPATI POHUWATO,

PARAF KOORDINASI , f |

K A B I D ^ .J W KEPALA ...R .i'f-u  P ill /) K /B iG HUKUM A SISTENflEM KESRA ASiSTEfrJ. . . . . S E ^ A W A B U /*- - 1- - - - - - - -
\ T f

1

“——— ——- 

is Daftar Rancangan RKP P Desa Tahun | selanjutnya 
8. Daftar RKP Desa Tahun : selanjutnya yang sudah 

ditetapkan pada 1 Tahun n berjalan 
  

  

Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda dan Panah” | 
Daftar / Prioritas/ Kegiatan yang dikerjasamakan 

dengan Desa Lain an Da 

10. 
ks 

  

12, Daftar/ P Prioritas/ Kegiatan yang dikerjasamakan 
. dengan Pihak Ketiga” 

Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) 

  

  
  

Berita Acara p penetapan RKP Desa 
Lampiran SK Tim Pen nyusun un RKP Desa” 

      

Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa     — Timeline L J Jadwal/R RKTL Tahapan RKP Desa 
      

BUPATI POHUWATO, 

  

    

  

SAIPUL MBUINGA 

  

PARAF KOORDINASI 
  

KEPALA ..divas PMiD — Ix8hkc Hukum |asisTEN pEMKESRA|ASISTEN ...... SE WABUP 
  

    
Ke           
  

  

P  



E. OUTLINE PENYUSUNAN RKP DESA

BAB I PENDAIIULUAN
1.1 Pengertian RKP D esa
1.2 La ta r  B elakang RKP Desa
1.3 M aksud dan  T ujuan  RKP Desa
1.4 D asar H ukum
1.5 S istem atika  P enyusunan  RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1 Kondisi Objektif Desa

2 . 1.1 S ejarah  Desa
2 . 1.2 S um ber Daya Alam Desa
2.1.3 S um ber Daya M anusia
2.1.4 S um ber Daya Pem bangunan  Desa
2.1.5 S um ber Daya Sosial Budaya

2.2 Evaluasi Pelaksanaan  RKP D esa T ahun  sebelum nya
2 .2.1 Evaluasi B idang Penyelenggaraan Pem erintah
2 .2.2 Evaluasi Bidang P e laksanaan  pem bangunan
2.2.3 Evaluasi B idang P e laksanaan  pem berdayaan  M asyarakat
2.2.4 Evaluasi B idang Pem binaan m asvarakat
2.2.5 Perm asalahan , Kendala, H am batan  dan  Isu S trategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1 Evaluasi K euangan Desa T ahun  Sebelum nya
3.2 Pagu Indikatif Desa
3.3 P endapatan  Asli Desa
3.4 Sw adaya M asyarakat Desa
3.5 B an tu an  K euangan dari P ihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
4.1 Prioritas Program , kegiatan, d an  anggaran  Desa yang Dikelola oleh 

desa
4.4.1 R encana Penyelenggaraan P em erin tahan  Desa
4.4.2 R encana P e laksanaan  P em bangunan  D esa
4.4.3 R encana Pem berdayaan M asyarakat Desa
4.4.4 R encana Pem binaan K em asyarakatan  Desa
4.4.5 R encana Kegiatan K edaru ra tan /K ebencanaan

4.2 Prioritas Program , Kegiatan, dan  A nggaran D esa yang Dikelola 
Melalui Kerja Sam a A ntar D esa d a n /a ta u  Kerja sam a  dengan  Pihak 
Ketiga

4.3 K ew enangan P enugasan  dari pem erin tah , Pem erintah D aerah 
Provinsi d an  Pem erintah K abupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN :
1. D aftar Realisasi Kegiatan RKP D esa T ahun  sebelum nya
2. D aftar P rogram /K egiatan  (Supra Desa) M asuk D esa u n tu k  

ta h u n  se lan ju tnya
3. D aftar R encana Pem biayaan P em bangunan  Desa /P agu  

Indikatif Desa
4. D aftar kegiatan  B erdasarkan  Rekom endasi D ata IDM
5. D aftar kegiatan B erdasarkan  Rekom endasi D ata SDGs Desa
6 . D aftar P rioritas Kegiatan B erdasarkan  RPJM Desa

P A R A F

O P D
PERA

. P

GANG

E. OUTLINE PENYUSUNAN RKP DESA 

BAB I PENDAHULUAN 
  

Pengertian RKP Desa 
Latar Belakang RKP Desa 
  

Maksud dan Tujuan RKP Desa   
  

Dasar Hukum 
  

Sistematika Penyusunan RKP Desa 
  

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 
  

Kondisi Objektif Desa 
  

Sejarah Desa 
    

Sumber Daya Alam Desa 
  

Sumber Daya Manusia 
  

Sumber Daya Pembangunan Desa 
  

Sumber Daya Sosial Budaya 
  

Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya 
  

Evaluasi Bidang Penyelenggaraan | Pemerintah 
  

Evaluasi Bidang Pelaksanaan pembanj gunan 
  

Evaluasi Bidang Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat 
  A 

  

Evaluasi Bidang Pembinaan masyarakat 
  

Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis 
  

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA   

Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya     

Pagu Indikatif Desa   
Pendapatan Asli Desa 
Swadaya Masyarakat Desa   
Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga   
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA   

41 Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang Dikelola oleh 

desa   
441 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   

4.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa   

44.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa   

44.4 Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa   

44.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan/ Kebencanaan   

4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola 
Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja sama dengan Pihak 
Ketiga   

4.3 Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten   

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA   
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA   

BAB VII PENUTUP 
LAMPIRAN : 
  

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun sebelumnya     

2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk 
tahun selanjutnya   

3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa /Pagu 
Indikatif Desa   

. Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM 
  

Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa         a
l
a
 

. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa   

  

  
    

  

       



i

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR : 31 TAHUN 2022 

TANGGAL : 26  S ep tem b er 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 
BULAN :......................................... TAHUN..............................

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.

Bidang/ Jen is  Kegiatan

Lokasi Volume & 
S atuan

biava
(Rp.)

Realisasi Penerima m anfaat rencana waktu Progres Kegiatan

Bidang Sub bidang Nama Program / 
Kegiatan Jum lah Lk Pr RTM Jm l

Hari
tgl

Mulai
Fisik

%
Biaya
Rp.

a b c d e / 9 h i J k / m n 0 P

1 Penyelenggaran 
Pemerintah Desa

a

b
c

d

2 Pembangunan
Desa

a

b
c

d

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

a

b
c

d

P A R A  F I

O P O
p e q I n c a n g

l u u

K, Jr_

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 

TANGGAL : 

: 31 TAHUN 2022 
26 September 20c2 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
                                
  

  

  

  

    

BUKAN 255 5x555522nx0sos2i aren none DAKIUING mecewaiowba sesal aon 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

| Bidang/ Jenis Kegiatan | | Realisasi Penerima manfaat rencana waktu | Progres Kegiatan | 

: Volume & biaya | | | No. Dea | | esis | Btay | Bidang Sub bidang | Nama Program/ 1 Satuan (Rp) | Jumlah (Lk (Pro | RTM PN sena TN | bata 
| Kegiatan | Hari Mulai Ya Rp. 

1 | 
|. b c d e f g | h i 3 Lx |..m n o p | 
| a 

| | | | 

| 1 Penyelenggaran b | 
Pemerintah Desa c | 

2 
a | 

2 Pembangunan b 
Desa c 

d 

a 5 

3 Pembinaan b | : | 
Kemasyarakatan c | 

d | 

PARAFI 
opo PE CANG 

uu 

Tn am  



Jum lah  Per Bidang 3

4 Pemberdayaan
m asyarakat

a

b

c

d

Jum lah  Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL

Desa, Tanggal,

M engetahui D isusun  Oleh

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kolom Diisi Dengan

a Nomor Bidang

b Bidang

c Penomoran Kegiatan

d Nama Program/Kegiatan

e SDGs Desa ke

f Data eksisting (pada tahun beijalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan

9 Target Capaian tahun akhir tahun  pelaksanaan RKP Desa
h Lokasi kegiatan RT/RW /Dusun
i jum lah output dan satuan

Jumlah Per 4 

  

JUMLAH TOTAL 

Desa, Tanggal, 

Mengetahui Disusun Oleh 

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa 

  

  

  

  

  

  

  

    

        

Judul Kolom Diisi Dengan 

a Nomor Bidang | 

b Bidang | 
c Penomoran Kegiatan 

d Nama Program/Kegiatan 

| e SDGs Desa ke 0 

7 | Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan | 

: g Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa 

h Lokasi kegiatan RT/RW / Dusun 

i | jumlah output dan satuan |   
  

  
an 

paRar NI 

PE CANG 
  

  

     



i ju m la h  d a n a

j ju m la h  d an a

k ju m lah  o rang  pem anfaat laki-laki

l ju m la h  o rang  pem anfaat perem puan

m ju m la h  o rang  pem anfaat dari anggota  ru m ah  tangga m iskin

n Prak iraan  ju m la h  hari pe laksanaan

o
r ~ — ■' — —- ■—■■■■ ■
pe rk iraan  m ulai p e laksanaan

P
—

perk iraan  selesai p e lak san aan
--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI POHUWATO,

PARAF KOORDINASI
K A B I D ^ P KEPALA P'Y IP K A ^ fc HUKUf£-A5lSTEN P ^ K E S R A ASISTEN A SE>t)A W A ^ P  I

* _ _ _ _ _ _ ^  11_ _ _ _ _ _ _ _ /  4
1

  

jumlah dana 
  

jumlah dana 
  

  

  

      
  

  
  

| Pa 

k | jumlah orang pemanfaat laki-laki | 

l | jumlah orang pemanfaat perempuan 

m | jumlah orang pemanfaat dari anggota rumah tangga miskin 

n Prakiraan jumlah hari pelaksanaan 

o | perkiraan mulai pelaksanaan | 

p perkiraan selesai pelaksanaan | 

  

  

BUPATI POHUWATO, 

SAIPUL A. MBUINGA 
   

    

  

PARAF KOORDINASI 
  

KABID ,.P MP KEPALA MP5 Ppmp- ASISTEN ..and.   
  

  Ap   4   

IKAKAY HUKUM ASISTEN PPMKESRA| 
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“  


